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penyalahgunaan Narkotika pada saat : adira dang Nomor 35 tahun i

2009 tentang Narkotika belum membe| 3 ngi korban
penyalahgunaan selalu mengalami peningkata ebabkan ke kan makna dan tidak ada
ketegasan pada beberapa perbuatan yang menjad g untuk terwujudnya Per\{ndgngan
ini, dari jumlah Pasal sebanyak 155 Pasal yang ada cendru bahas aspek Sanksi pidana dan jenis

hukuman sedangkan aspek pengguna tidak ada tuntunan secara terperinci jika diamati sanksi yang
ditujukan kepada pengguna Narkotika hampir sama dengan Sanksi yang dijatuhkan kepada perbuatan yang
menjadikan Narkotika sebagai lahan bisnis ilegal padahal cara yang dikedepankan dalam penanganan
penyalahgunaan Narkotika terbagi menjadi 2(dua) Penal dan non penal yaitu memisahkan antara perbuatan
pertanggung jawaban pidana dan sanksi tindakan sehingga pada saat menjalani hukuman atas tuduhan
penyalahgunaan dan merupakan bagian perbuatan yang dilarang dapat dipastikan penanganan kurang tepat
dan tidak maksimal dimana pengguna dalam hal ini seharusnya mendapatkan fasilitas rehabilitasi yang :
memadai guna memberikan kesadaran dan menambah keterampilan untuk dapat diterima kembali pada |
lingkungan soslal sekaligus merupakan cara untuk memutus rantai peredaran Narkotika. Sedangkan harapan
pada masa yang akan datang kebijakan kriminal terhadap penyalahgunaan Narkotika yaitu Undang-undang
Narkotika yang menjadi rujukan lebih menegaskan aturan yang bersifat mengikat antara tujuan dan
ketentuan umum dari Undang-undang Narkotika sebab kejahatan Narkotika dilakukan dengan tersisteam
dan terkoneksi antar jaringan, kemudian penerapan sanksi pidana kurungan yang menjadi pilahan dominan
pada penyalahgunaan adalah kurang tepat dikarenakan efek dari penyalahgunaan Narkotika bersifat adiksi
yaitu suatu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan secara terus menerus yang berakibat
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Abstrak

Korban penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Riau semakin mengalami peningkatan,
penyalahgunaan Narkotika hampir saja menyentuh suluruh lapisan masyarakat, pengaruh
globalisasi dan letak goegrafis Riau menjadi salahsatu faktor penyebab, upaya pemerintah
dalam hal ini adalah mengedepankan kebijakan kriminal berupa Penal yaitu penanganan
secara Represif berupa sanksi pidana dan Non penal berupa pencegahan bersifat Preventif,
merujuk pada Undang —undang..Narkotika Nomor 35_tahun. 2009 dan didukung oleh
peraturan Instansi yang..terkait, " berdasarkan. data yang ada pengguna Narkotika justru
mengalami peningkatan.

Rumusan masahalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan Kriminal
terhadap penanggulangan penyalahgunaan  Narkotika dengan meningkatnya jumlah
pengguna Narkotika di Provinsi Riau-pada saat-ini-dan pada masa yang akan datang.

Metode penelitian dalam ‘penulisan ini adalah. normatif berupa Perundangan dan
aturan yang berlaku bertujuan untuk meneliti sejauh mana kebijakan hukum positif dalam
penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan penangananya.

Kebijakan kriminal pada penyalahgunaan Narkotika pada saat ini dengan merujuk
pada kehadiaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang” Narkotika belum
memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi korban penyalahgunaann selalu
mengalami peningkatan hal ini disebabkan karena mengabaikan makna dan tidak ada
ketegasan pada beberapa perbuatan yang menjadi bagian yang terpenting untuk
terwujudnya Perundangan ini, dari jumlah Pasal sebanyak 155 Pasal yang ada cendrung
membahas aspek Sanksi pidana dan jenis hukuman sedangkan aspek pengguna tidak ada
tuntunan secara terperinci, pada masa yang akan datang kebijakan kriminal terhadap
penyalahgunaan Narkotika yaitu Undang-undang Narkotika lebih menegaskan aturan yang
bersifat mengikat antara tujuan dan ketentuan umum dari Perundangn Narkotika sehingga
pada saat penerapan sanksi tidak>lagi memakai aturam lain yang melemahkan produk
Undang-undang tersebut:

Kata Kunci , Kebijakan Kriminal ,Jumlah Pengguna , Sanksi



Abstrak

Victims of narcotics abuse in Riau Province are increasing, narcotics abuse has almost
touched all levels of society, the influence of globalization and the geographical location of
Riau is one of the contributing factors, the government's efforts in this case are to prioritize
criminal policies in the form of penalties, namely repressive handling in the form of criminal
sanctions and non-criminal sanctions. Penalties in the form of prevention are preventive,
referring to the Narcotics Law Number 35 of 2009 and supported by relevant agency
regulations, based on existing data, Narcotics users have actually.increased.

The formulation of.the problem-in.this research-is how the criminal policy towards
overcoming the abuse of narcotics with the increasing number of narcotics users in Riau
Province at this time and in the future.

The research method in this writing is normative in the form of applicable laws and
regulations aimed at examining the extent(to ‘which jpesitive legal policies in overcoming
narcotics abuse and handling it.

Criminal policies on narcotics abuse at this time with reference to the presence of Law
Number 35 of 2009 concerning Narcotics have not had a significant-impact on reducing
victims of abuse, this is always increasing, this is due to ignoring the meaning and lack of
firmness in some actions that are part of the The most important thing for the realization of
this Law, from a total of 155 Articles that exist, tend to discuss aspects of criminal sanctions
and types of punishment while the user aspect does not provide detailed guidance, in the
future criminal policies against Narcotics abuse, namely the Narcotics Law, emphasize more
rules that is binding between the objectives and general provisions of the Narcotics Law so
that at the time of the“application of sanctions no other rules are used that weaken the
products of the Law.

Keywords, Criminal Policy, Number of Users, Sanctions
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A. Latar Belakang

politik krimina al policy ) se ang dipilih untuk
mengatasi tinde : n Narkotika be : al'yaitu formulasi,
peraturan, : am bentuk ~ sans i b_' : atuhkan kepada
pelaku tinda |
kepada pela ak pi al te erupake [’ ian dari manfaat
dan tujuan d emidanaan’ 'sebaga gt ah diatur dalam

perundangan.

atau perbuatan pidana ( quia peccatumest ) sebagaimana yang telah diatur dalam
kitab hukum pidana, kitab hukum pidana adalah formulasi dalam bentuk
sekumpulan peraturan yang mengatur tentang segala bentuk perbuatan atau
perilaku yang dilarang apakah itu dalam tindakan atau ucapan dan tercantum

pada kitab hukum pidana yang dilakukan oleh indivual atau kelompok maka
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proses pemidanaan kepada pelaku diwajibkan atau adanya pengharusan dan

tanpa memandang besar kecilnya kerugian yang dilakukan oleh pelaku dan

mengakibtkan kerugian pada pihak korban, disamping itu adanya proses pada

terkhusus
penal vyaitu - : ndalam untuk
menemukan @ encari tor- penyebab Kan gejolak serta
keinginan dimasyarak: adap penyal -‘ a dan kemudian

membuat s ijakan _non penal sebaga ang dilakukan oleh

dapat disimpulkan bahwa penyalahg arkotika sudah dikategorikan pada
level mengkwatirkan indikator tersebut dapat dilihat dari jumlah angka pada
tingkat pengguna dimana penunjukan pertambahan korban penyalagunaan

Narkotika dari berbagai dimensi.

' Dwidja Priyatno, sisteam pelaksanaan penjara di Indonesia, Refika aditama, Bandung, 2006,hal
24
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Penggunaan sarana non penal dalam wupaya penanggulangan
penyalahgunaan Narkotika lebih dominan bersifat pencegahan ( preventif ) jika

dibandingkan dengan penal atau sanksi pidana lebih cenderung kearah penindakan

kejahatan : jek y ah keharusan dan
kewajiban
pidana ya un pandangan
tersebut emajuan dan

aliran filsafat

~\$;\ a sanksi pidana berperan
<>

~Se0rE untuk tidak melakukan

penting sebagai pemh q dal

| 3““
kejahatan dan perbuatan yang ¢ gkan pencegahan  berupa upaya
dalam bentuk pendekatan sosial kepada segenap elemen masyarakat melalui
bimbingan keterampilan, ketersediaan lapangan pekerjaan, meningkatkan fasilatas

kesehatan, meningkatakan kesejahteraan, pendidikan dan nilai religius yang ada

dengan tujuan menjadikan manusia, masyarakat memperoleh hak-hak dasar dan
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dari sisi lainya unsur memperbaiki moral serta perilaku dapat tertata dengan baik

sebagaimana yang diharapkan.?

Munculnya sebuah peraturan dalam perundangan diluar Kitab Hukum

arkotika yang

terjadi ditengah masyarakat sebab 'merupakan ebuah cara dalam

dengan kebijakan poli )Sia : akni pencegahan dan upaya

awal dalam bentuk formulasi da arakat atau lembaga negara untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga penyalahgunaan Narkotika,

? Filsafat dan teori hukum, Lili Rasjidi, Prof, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal 64
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perampokan, pencurian, pembunuhan dan kejahatan lainya dapat diatasi (

welfare social )*.

Secara Geografis  Provinsi Riau yang _terletak dibagian tengah

dan Laos.

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing antar
negara terutama negara kawasan Asia Tenggara dan berusaha untuk menguasai
pasar dunia melalui jalur perdagangan dengan cara memberikan akses, fasilitas

dan kemudahan untuk mempromosikan setiap produk unggulan oleh masing-

* Muladi dan Barda , Bunga Rampai Hukum Pidana, Pt. Alumni, Bandung, 2010, hal 1


https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Melaka
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masing negara yang tergabung dalam Asean Free Trade Area ( AFTA )

sehingga setiap produk amat sangat mudah ditemui pada pasar-pasar dan market

yang tersedia.

yang sangs
peluang da
peredaran g a al Drganisir sangat rapi
bahkan jar '

diidentifikas

bidang, jika diamati dari berbagai a enjadikan Provinsi Riau sebagai jalur
keluar masuk antar negara yang dapat melakukan berbagai macam aktivitas
dibidang Ekonomi, Sosial, Perdagangan, penyeludupan bahkan merupakan jalur
masuk Narkotika dari negara lain, kondisi ini tentu akan menimbulkan dampak

yang negatif apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

dilain hal lemahnya bidang pengawasan dari Instansi yang berwenang menjadi
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salah satu penyebab peredaran Narkotika sangat mudah terjadi terkhusus di

Provinsi Riau.

Semakin maju sebuah peradaban dibelahan bumi ini sesungguhnya aroma

bisa mengaks erko - : C disatu sisi factor
kesulitan de ang € ina nimnya lapangan
kerja, gaya

dalam keh

melakukan

para korban penyalahgunaan Narke ebih sedikit dibandingkan perkotaan
bahkan terkadang peredaraan Narkotika ini dijadikan sebagai bisnis haram (
illegitimate business ), mata pencarian yang menjanjikan karena penghasilan
yang didapat dari transaksi Narkotika sangat menggiurkan.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, kemajuan zaman dan

perubahan berbagai dimensi kehidupan seperti bidang teknologi, kebudayaan,



sosial, perdagangan, pendidikan, gaya hidup mewah, pergaulan bebas, kehidupan
sosial dalam masyarakat, kehidupan beragama dan lainnya menghasilkan
dampak negative bagi sebuah negara yang sedang membangun jati diri.

Menurut Lodge Perubahan.yang sangat.sangat cepat ini dinamakan dengan
Globalisasi, Lodge mendefenisikan tentang globalisasi adalah sebagai sebuah
proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang
lainnya atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka baik
dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, pendidikan, sosial dan masih banyak
lagi dalam hitungan waktu yang sangat singkat.*

Globalisasi merupakan situasi yang tidak dapat dibendung oleh siapapun
juga banyak anekaragam peristiwa yang terjadi diberbagai belahan dunia dapat
diketahui langsung oleh negara lain dengan kecanggihan teknologi dibidang
informasi dan pastinya akan-menimbulkan pengaruh yang positif maupun negatif
jika tidak ada upaya dari pemerintah untuk membatasi pengaruh dari arus
globalisasi maka dikwatirkan dampaknya akan buruk bagi masa depan bangsa
terutama generasi muda.

Pada saat ini peredaran dan transaksi.Narkotika diberbagai belahan dunia
dilakukan dengan cara yang terorganisir, tersisteam, terencana dan terstuktur
bahkan terkadang informasi yang didengar dari berbagai pemberitaan media cetak
dan elektronik misalnya televisi dapat kita saksian bahwa para pelaku adalah para

pejabat publik, aparatur sipil dan aparatur swasta sehingga pemerintah dalam hal

* Budi Winarno, Pertarungan Negara vs Pasar , Media Presindo, Jokyakarta, 2006, Hal 23
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ini aparatur penegak hukum sangat kesulitan untuk menekan peredaran barang
haram tersebut.

Kejahatan Narkotika berada dalam level berbahaya karena selain merusak

secara penal yaitu perumusan

norma hukum pidana atau peraturan hukum pidana yang didalamnya berisi atau

terkandung unsur substantif, stukutural dan kultural masyarakat tempat sisteam itu

10
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berlaku namun belum mampu memberikan jaminan terhadap pelaku kejahatan

untuk tidak mengulangi perbuatannya.®

Dalam amanah Undang-undang dasar tahun 1945 dibunyikan bahwa

terdapat pe
penafsiran e a '_ era _- | )ipada sudut lain

memahami

Roscoe Pound bahwa konsep huku puat untuk memperhatikan hukum yang

hidup dalam masyarakat ( living Law ) baik yang tertulis maupun yang tidak

® Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai kebijakan hukum pidana, Bandung, Citra Aditya Bhakti,
1996, hal. 29.

® Edirman, Prof, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminilogi, Gentha

Publishing,Yokyakarta, 2014 hal 33
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tertulis.” Sedangkan menurut Adam hoebel hukum yang tidak tulis itu adalah
hukum kebiasaan atau adat yang dibuat dan dijaga pelestarianya oleh para ketua

adat mengatur tentang tingkah laku bersifat umum adanya sanksi sosial yang

Q
Y
c
—
@D
=
QD
o
=1
o
@D
=
o
o
QD
-

3
@
S
L—
>
o
>

sebagai hi

yang baik d& tata tertib yang

berlaku dala yang tercantum

dalam kitab dilanggar maka

t.‘\‘-l\\‘?i\"?\‘

S

negara akan h

terhadap pelangc

dimana ada masyarakat disitu ada hukum dengan peristilahan sebagai ubi

societas ibi ius dimana pengertian hukum itu adalah bahwa hukum tidak bisa

’ Otje Salman, Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 14
®Barda Nawawi. Loc.cit
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dipisahkan dari eksistensi sebuah negara dan jika hukum dihubungkan dengan

negara maka hukum juga berbicara dengan kekuasaan.

Sebagaimana yang, dikatakan olen Mocthar Kusumaatmadja bahwa hukum

Eksistens irinya sebuah negara ti unsur yang
mendukung k negara, batas
negara, mas um sebagai alat

dan sarana norma sebagai

negara kekuasaan ( Machtsstaat ).*°

Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia sebenarnya hingga saat ini masih

mengadopsi sistem hukum dari Hindia Belanda berasal dari keluarga hukum

° Darji Darmodiharjo, Pokok —Pokok Filsafat Hukum , Gramedia Pustaka Ptama, Depok, 2008,
hal. 208
1% Juhaya, Teori Hukum Dan Aplikasinya, Pustaka Setia , Bandung , 2014, hal 140
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Kontinental ( civil law System ) yang bersifat Positivisme hukum menjadikan

Undang-undang sebagai poros untuk mempertahankan kekuasaan dan bersifat

dogmatis menjadikan hukum apa yang tertera dalam undang-undang saja.

satu-satuny
tertib dala
ou memberikan
padahal hukum

m adalah milik

ditambah lagi para penegak
hukum pada jaksa, hakim dan polisi sering Kkita jumpai melakukan
penyalahgunaan wewenang kekuasaan dan jabatan hal ini menjadi pemicu

keterpurukan nilai-nilai dan citra hukum dimata masyarakat.

" Darmodiharjo, op.cit, hal 11
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Sirkulasai perputaran sistem hukum dan penanganan pada setiap

permasahalan yang ada ditengah masyarakat menggambarkan akan kebutuhan

sangat mendesak untuk dirancangnya bentuk hukum yang sesuai dengan

anusian juga
merupakan p oldest sosial
problem maka 1 : permasahalaha an sebuah upaya
penanggul alam kerangka
kebijakan dari suatu negara
untuk men erupakan bagian
integral yang tida isahkar Syarakat ( sosial

3 tidak lain adalah

negara artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan permasahalahan yang
berkaitan tentang aturan, konflik, praktek kekuasaan yang semena-mena dapat
diatur oleh hukum sebagai pembatas, masahalah lainya dapat diatasi dan selesai

dengan cara menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dinegeri ini.

12 Dey Ravena, Kebijakan criminal,Kencana, Jakarta, 2017, hal 1
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Landasan hukum pada setiap kaidah-kaidah yang berkaitan dengan perilaku

tindakan atau perbuatan yang mengarah kepada misalnya tindakan pidana

seharusnya sumber penyelesaian ada dan tertuang pada Kitab Undang- Undang

bentuk pere

dalam menghada - 3 r akukan sesuatu yang

telah direncana

Menurut .

sistem, pengetahun te Q Q a ‘”ﬂ" ambil dengan kepandaian,
W

kemahiran yang menggunaka perisi  konsep dan azaz dalam
melaksanakan pekerjaan dan cara bertindak.**

Bertolak dari pengertian tentang kebijakan  kriminal diatas bahwa
perumusan perundangan harus memuat konsep dan azaz, konsep yaitu suatu

fundamental pegangan dalam bertindak dari suatu yang melandasi pekerjaan

" Dey Ravena, Kebijakan criminal,Kencana, Jakarta, 2017, hal 23
" Ibid. hal 27
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sedangkan azaz yaitu landasan dasar untuk betindak dalam pelaksanaan

pekerjaan.

Kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan dan pengaturan tindak

lapor pecandu Narkotika, sesuai dengan mekanisme mengacu kepada aturan
mainya.
Semestinya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dapat diselesaikan

sampai keakar-akarnya dengan mempercayakan pada hukum atau undang-undang

'> Barda Nawawi Arief, Masahalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, Hal 182

17
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yang mengatur namun kenyataaan yang terjadi  di Provinsi Riau berdasarkan

data dari Badan Narkotika Provinsi Riau dan instansi lainya mengalami

peningkatan.

sebanyak 1.481 | engan 2.0 : Jikatakannya terkait
pada tahun 201 rkotika T r j*ketujuh nasional,

tahun 2016 : . Jumlah kasus t sebanyak 1.032

“% Jak dapat dipidana, kecuali

berdasarkan kekuatan .- & 3 .*
LI\

Kitab Umum Hukum Pidana a

pidana yang telah ada.”,
ang berisi tentang perilaku yang
menyimpang dalam bentuk tindakan kejahatan baik dilakukan secara pribadi,
kelompok atau penyertaan dalam semua itu dapat dilihat dalam undang-undang

atau peraturan yang tertuang dalam Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) .

'® https://www.google.com/tentang penyalahgunaan narkoba di Riau diakses pada tanggal 23
September 2019.

18
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Permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisa
bagaimana kebijakan kriminal terhadap  penanggulangan penyalahgunaan

Narkotika di Provinsi Riau mengingat akan perkembangan kejahatan yang

Kebijakan am Pe gunaan Narkotika

Dikaitkan

Narkotika dikaitkan dengan Semakin Meningkatnya Pengguna di Provinsi Riau

pada masa datang ?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1) Tujuan Penelitian

19
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Berdasarkan masahalah pokok diatas ditetapkan tujuan dalam analisa ini
adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di

guna Narkotika di

karya ilmiah serta bahan ma nelitian sejenis dimasa yang akan

datang.

D. Kerangka Teori
Untuk mendukung dan menguatkan sebuah peryataan pada objek yang
menjadi tujuan analisa terhadap rangkai berbagai permasahalan yang ada maka

dibutuhkan sebuah Teori untuk menyelesaikannya, Paul Edward menjelaskan

20
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bahwa Teori Is Something Assumed As A Starting Point For Scientific
Investigation Asumsi dasar untuk membuktikan sebuah penelitian ilmiah dimulai

dari menguji dan menempatkan sebua teori agar dapat dijadikan sebuah analogi

dap pelanggaran

c. dalam arti paling luas bahwa kebijakan kriminal diartikan sebagai

keseluruhan yang dilakukan melalui perundangan-undangan dan bahan-

' Juhaya .S.Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung, Pustaka Setia,2011,hal 1
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bahan riset yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari

masyarakat.'®

Hoefnagel menyatakan bahwa kebijakan kriminal

policy ¢ icy the law
enforme egi I art of social
policy”.
prevention ' atio e : acrime ) dan
keseluruhan ha akuka am perencanaa ational total of

responses t

untuk memberi pedoman tidak hanya ada pembuat undang-undang, tetapi juga
kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.?

'® Ediwarman, Monograf Kebijakan Kriminal, Medan,2018, hal 5
' Dey Ravena, Loc cit
2% Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Kencana, Semarang, 2011, Hal 23
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Dalam Carl .J.Frien Rick kebijakan kriminal adalah Serangkaian tindakan
yang diusulkan oleh seorang, sekelompok, pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap

ditujuk

D
‘-‘
L Q
[sY)

]
o
[s¥)
]
%]
ja¥]
=
D

bertindak,

\ S
S
r
3
—
c
>
o
jab]
3
@D
>
—+
=

dipakai se
Azaz adala
mendasar

kepemimpi

SANALASRA
»
.

.‘t',l
<5

kebijakan penal lebi er @' aan sanksi pidana dalam

4

SQA TN
rangkuman proses pemidanaa y A. Ferguson menyebutkan bahwa
Implementasi penal tidak menjadi dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan

pada penanganan penyalahgunaan Narkotika, sedangkan nonpenal menjadi

Ipid.. Hal 83
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pengurai dari ketidakmampuan perundangan dalam menampung beban berat dan

resiko jika adanya pemaksaan sanksi pidana.*?

B.Pendekatan Kebijakan ( Policy Oriented Approach )

perhatian
kebijakan

kepatuhan

e

e UL LY

menjatuhkan

kemanusiaan a

menghindarkan hukuman bagi aspek kemanusiaan ( A change in the penal system
endevour to achieve penal reform if it is aimed directly or indirectly at the
Rehabilition of the offender or if it object is to avoid suspend or reduce punisment

on humanitarion grounds ).

?2 Dey Revena, Kebijakan Kriminal pada upaya pendekatan hukum pidana, Jakarta, kencana, 2017,
Hal 236
% Ibid . hal 237
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E. Konsep Operasional
Konsep berasal dari bahasa latin, conseptus yang memiliki arti sebagai suatu

penggambaran antara konsep-konsep yang merupakan kumpulan dalam arti yang

baga negara
non kemen 3 S baw 2 ditempatkan

pencegahan,

beberapa negara dik consetrz pada bidang Ekonomi,

| Jugae
bekerja sama antara negara anjian perdagangan dengan cara
memberikan kemudahan berupa akses masuknya produk barang  dengan

tujuan untuk mengusai pasar dunia.

24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, Ul Press, Jakarta, 1986, him. 132
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d. Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik itu

sintetis atau semisintetis yang dapat menurunkan kesadaran atau

ketergantungan.

1). Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini adalah termasuk kedalam golongan penelitian yang dilakukan
secara Normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, data primer
dalam penelitian ini selain menguji perundangan yang terkait dengan cara

menggunakan literatur berupa buku-buku dengan judul terkait dengan tindak
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pidana penyalahgunan Narkotika. Selain itu dalam penulisan tesis ini juga
menelaah daftar pustaka yang diambil dari penelitian terdahulu yang sebelumnya

pernah dilakukan oleh peneliti lain.?®>, metode berfikir yang digunakan adalah

tengah mas

pada peneli

penyalahgu

tersebut disebabkan karena data para pengguna dan pemakai Narkotika lebih
lengkap tersimpan secara administartif .

3).Data dan Sumber Data

%5 Sri Wahyuni, dkk, Pedoman Penulisan tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam
Riau Tahun 2012, UIR Perss, pekanbaru, 2012. hal. 11
%6 Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, Jakarta, Ul Perss, 2006. hal. 10
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Data Primer adalah data utama yang digunakan yakni diperoleh dari

penelitian pustaka berupa perundangan dan dokumen lainya seperti

a.Undang-Undang Dasar tahun 1945

Narkoba

f.Peraturan Me eseha  tahun 2014 ggolongan Narkoba.

c. Hasil penelitian parapakar huk baga yang bergerak dalam penelitain
tersebut.

Data Tersier adalah bahan hukum sebagai penunjang yang mencakup bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, majalah hukum,

jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang yang relevan dan dapat digunakan

sebagai pelengkap data yang diperlukan pada penulisan tesis ini.
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4).Alat Pengumpulan Data
Penulisan tesis  ini berdasarkan Normatif sehingga pada tahap

pengumpulan data penulis hanya melakukan pengumpulan data yang penulis

5).Analisi

Dala e | al ata secara kualitatif
yaitu ( arka . .:' ' i < leskripti pada
penyaianng :

Rumus : asa al a dipergunakan

umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.?’

%" Burhan Ashaf, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, him. 100.
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Pembahasan tentang konsep pijakan penal dalam menanggulangi
penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan sarana sanksi pidana dengan
cara menentukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau terlarang,

menentukan kapan dan hal apa saja yang telah dilanggar dan merumuskan
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pengenaan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana®®, dengan tujuan untuk

mengatasi  penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada suatu lingkungan

masyarakat yang bersifat Represif.

Penerapa ijakan Pena i ang )enyalahgunaan

Narkotika ' te ada  prost enj tu a o annya adalah
mengacu kepada L ing pijakan legislatif

tertuang dal

b) Sanksi pidana adalah alat atau sarana yang terbaik untuk mengatasi

kejahatan.

%8 Hhtp//.Journal. wikipedia..org/ tentang pengertian hukum pidana yang diawali dari maksud
sanksi pidana. Diakses pada 3 Agustus 2021

2% Barda Nawawi, Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana ( menyonsong genenarasi

ilmu hukum pidana indoesia) pidato pengukuhan guru besar fakultas hukum indonesia,

diponegoro, Semarang , 25 Juni, 1994
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c) Sanksi pidana merupakan sarana Yyang dapat menjamin Kketertiban,

kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan, penggunaanya memperhatikan

ketentuan yang berlaku dan tanpa paksaan.*

jan penyalahgunaan
terbatas hal ini
banyak resiko penderitaan dan kesengsaraan panjang maka pendekatan
humanistik yaitu suatu bentuk metode pola pendekatan kepada pelaku pidana
dengan cara memberikan penekanan, pemahaman terhadap kehendak dan

keinginan untuk tidak berbuat kejahatan serta memberikan dukungan agar dapat

®packer dalam Barda Nawari,politik hukum pidana, jakarata, univesitas Indonesia, 1992, hal 112
* Marc acel .Op.cit , hal 118.
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mengekspresikan diri dan berprestasi.*> Berkaitan dengan moral sangat
ditekankan penataan dibidang sosial mencakup tentang kesejahteraan, keamanan

dan pendekatan Azas Ultimum Remedium dalam kebijakan penal sangat

gani, mengatasi

bukanlah salah

kebijakan  penal - enjo I hakim  mengambil

mempertimbangkan.*

*2 Hhtp//.Journal. wikipedia.org/ tentang arti humanistik pada aliran Psikologi. Diakses pada 3
Agustus 2021

* Prof.Dey Ravena, Kebijakan Kriminal,Kencana Gruop,Jakarta, 2017, hal 23

** Rifai Ahmad, Penemuan Hukum oleh hakim dalam persfektif hukum progresif, Malang, Sinar
Grafika,2010, hal 130
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a. Faktor Keseimbangan, yaitu memperhatikan fakta keseimbangan antara

kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa tanpa mengabaikan

hak Azazi Manusia.

na tidak dibenarkan

gakan faktor

Pencegahan kejahatan  tanpa menggunakan sanksi pidana terkhusus di

Indonesia adalah hal yang sulit untuk diterapkan disebabkan karena hukum yang
berlaku cenderung bersifat Mazhab Positifisme hukum  yaitu meyakini dan
menjalankan hukum  sesuai aturan prosedur atau undang-undang yang

terkodefikasi dan tertulis.
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Perkembangan zaman dan kemajauan teknologi, kebebasan dalam berfikir
membuka peluang yang besar dalam upaya memajukan hukum kearah yang lebih

baik hingga dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan yang ada pada

nbaga
by
o
iruke

ARWANG

perkembangannya sanksi pidana mulai beransur dikurangi penerapannya dengan
munculnya istilah pidana denda dan Restorative Justice kecuali pada kasus-kasus
tertentu, penjatuhan pemidanaan akibat dari adanya unsur kesalahan, melanggar

hukum, dilakukan dengan sengaja atau tidak perbuatan pidana serta mampu

* Satjipto Raharjo, membedah hukum progresif, kompas,Jakarta,2007,hal 4
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bertanggung jawab maka sifat pemidanaan wajib jatuh kepada pelaku tindak

kejahatan dalam bentuk pembalasan, mengasingkan dari lingungan sosial dan

Rehabilitasi yang dilakukan oleh negara melalui lembaga peradilan dan itu

Menurut Schaaffmeister untuk menjadikan kesalahan seorang pelaku tindak

pidana sebagai dasar prosedur dan proses pemidanaan bukanlah kewajiban bagi
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penganut aliran sisteam hukum namun hanya berlaku terhadap sisteam hukum

Common law.*®

Secara sederhana lembaga peradilan bertugas menerima, memeriksa dan

berupa banc diterima oleh pengadilan

e, .

N LIS N
dikarenakan beberapa d y diajukan telah memenuhi syarat.
b) Putusan akhir yaitu, bagian terakir dari rangkain yang terdapat pada

sistem lembaga peradilan sebagaimana yang telah diatur dalam kitab

hukum pidana terdiri dari:

*® Chairul Huda, Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban
pidana tanpa kesalahan, Kencana, Jakarta , 2006 , hal 2
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1) putusan bebas ( vrijspraak ) yaitu putusan persidangan yang
dijatuhkan hakim dalam proses peradilan terhadap pelaku tindak

kejahatan dimana perbuatan yang dilakukan secara hukum tidak

“*‘!B
-

b
D

..“a\*a\:\%\m\\\*«\

o
5

vervolging

-

kejahatan
persidangan
tindakan pe
sehingga ter

peraturan pada

perbuatan terdakwa melanggar ketentuan perundangan hukum pidana,
bentuk kesalahan yang dikenakan oleh penunutut umum memiliki
relevansi dengan peraturan hukum pidana sehingga putusan hakim yang

dijatuhkan memilii kekuatan hukum yang sah.
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Pandangan hukuman dalam perspektif pidana islam dibandingkan dengan
hukum pidana nasional lebih didominasi kepada pengertian tentang Narkotika
Dalam pidana islam Narkotika diartikan sebagai suatu zat yang apabila
dikomsumsi oleh.individual atau.kelompok...menyebabkan, kerusakan fisik dan
akal bahkan terkadang menyebabkan penggunanya kehilangan akal sehat dan
tidak sadarkan diri,®" sedangkanT dalany; /pandangan hukum pidana nasional
Narkotika' diartikan sebagai suatu zat yang apabila dikomsumsi oleh individual
atau kelompok menyebabkan ketidaksadaran, ketergantungan yang mengarah
dalam bentuk perilaku kriminal dikarenakan rangsangan zat tersebut merusak
sisteam saraf untuk berbuat kejahatan disamping itu hilangnya produktifitas dan
inisiatif yang.sehat dalam bertindak, zat tersebut seperti Morfin, cocain, heroin,

ganja, opium dan Amphetamin.

Penyalahgunaan Narkotika -dalam pandangan hukum pidana islam merujuk
kepada  Figih® Jinayah®® berupa perbuatan memakai, mengedarkan dan
memproduksi dimana perbuatan tersebut tergolong kepada perbuatan yang
dilarang sehingga dalam pandangan pidana islam disebut perbuatan haram atau
bertentangan dengan syariat meskipun secara eksplisit kejahatan tentang
Narkotika belum ada dizaman Rasulullah Shallallahu “ alaihi wasalam sehingga
jenis sanksi juga tidak ada hanya persamaam dari efek yang ditimbulkan ketika

dikomsumsi oleh individuaal atau kelompok seperti Khamar atau minuman yang

¥ Azat Husnain, Al-muskirat wa al-mukhadirat baina al-syaria wa al-ganun, dalam

penyalahgunaan narkoba perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional, Pt,Raja Grafindo
Persada, jakarta, 2008 , hal 170
% Ibid . hal 32
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mengandung alkohol maka sanksi yang dikenakan dalam persidangan adalah
cambuk atau rajam, seiring dengan perkembangan zaman tingkat kejahatan
beranekaragam memaksa untuk ditemuakan hukuman baru yang sebanding
dengan jenis kejahata AN ehin o atwa Majelis Ulama
Indonesi - pat f va sa : elaku tindak
penyalahguna a i : Ta”zir yaitu

hukuman ' bersifa idik im plers persidangan

a) Hukuman Pokok, yaitu hu ang bersifat mutlak dan wajib untuk
dilaksanakan seperti hukuman mati dan potong tangan, dikarenakan
jenis kejahatan yang dilakukan memiliki dampak besar bagi masyarakat

sehingga penjatuhan sanksi pidana sebanding dengan perbuatan, seperti

** Ibid. Hal 170
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oleh pemerintah, para raja, tokoh aga

pembunuhan, pencurian, perzinaan dan  mengkomsumsi minuma
beralkohol.

b) Hukuman Pengganti,yaitu hukuman yang bersifat pengganti dari

d) - . U ] ebagai pelengkap

a dan tokoh adat yang memimpin suatu

daerah tertentu memuat tentang larangan terhadap sikap perilaku dan tindakan
yang dapat merusak keseimbangan pada tatanan hidup bermasyarakat disertai
sanksi hukuman pidana adat dan sosial sehingga hukum adat memiliki tempat

yang sejajar dengan hukum pidana.
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Van Vollenhoven adalah penemu hukum adat menyimpulkan bahwa hukum
pidana adat ( Adatdelictrenrecht ) merupakan suatu bentuk aturan adat mengatur

tentang perilaku yang bertentangan dengan adat atau kebiaasan hidup sehari-hari

pidana adat yan ] o e - ang mengganggu
keseimban ka at reaksi da ehingga kewajiban
dari peradilan.ad c annya -‘ .' g berhubungan
dengan hal gaib ata jic dan._peris : .: yarakat adapun
bentuk penyelasa : - ? “ a perbuatan itu

digolongkan

sedangkan untuk perb . ) akukan oleh individu atau
\‘\“u

kelompok berakibat pada kesei syarakat tidak merasa aman, nyaman
dan menimbulkan kekacauan maka peradilan adat akan menjatukan sanki pidana

adat, sosial atau bayar denda.

Karakter atau sifat dari pidana adat mengatur keseimbangan dalam hidup

bermasayarakat adalah:
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a) Menyelutuh dan meyatukan

b) Ketentuna terbuka

¢) Membeda-bedakan permasahalahan

e J
”
Y
Il
<
=
<

pola hidup

sehingga
tidak melak

dan tatana

WRAHNARAES

o)
\ S
<>
4]
:

benda-benda yang dianggap sakral.

c) Adanya upacara keselamatan terhadap kejahatan yang bersifat gaib
yang bertujuan unutk membersihkan desa dari kutukan.
d) Pemberian simbol berupa mengenakan penutup wajah sebagai tanda

permintaan maaf terhadaap kesalahan yang telah dilakukan.
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e) Hukuman kurungan dan sampai hukuman mati.

f) Diasingkan dari daerah tempat tinggal.

Dalam sisteam hukum pidana adat penjatuhan sanki kepada pelaku

k kepada nilai

akat terkhusus

pencegahan tindak kejahatan deng Unakan sarana Penal atau sanki pidana
dari sisteam pidana Islam merujuk kepada kaidah ilmu Figih Jinayah dan Hukum
Pidana adat ( Adatdelictenrecht ) dengan rujukan budaya dan kebisaan hidup

masyarakat terbagi menjadi dua ( 2 ) substansi mekanisme pemidanaan:

“ Oemar Seno, Hukum Hakim Pidana, Erlangga Jakarata ,Jakarta, 1984. Hal 63
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a) Penjatuhan pidana untuk tingkat kejahatan ringan oleh pidana Islam

maupun hukum pidana adat lebib mudah dan efisien dengan cara

membayar denda dan sanksi sosial.

b) : idanaar 3 aku tindak kejahatan

gkan peradilan
nenjaga nilai-nilai

gara dalam hal

KUHP ) pada pasal 10 dibunyikan berbagai macam jenis dan sanksi pidana yang

akan dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan antara lain:

a) Pidana Pokok

-Pidana Penjara

45



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Pidana penjara yaitu suatu bentuk sanksi penghukuman yang dijatuhkan
oleh hakim pada sebuah persidangan terhadap pelaku tindak kejahatan yang telah

memiliki status sebagai terdakwa dan tergolong kepada pelanggaraan berat atau

dari istilah
oleh negara
manusian dan
artikan sebagai

dan reintegrasi

sosial.*

Sedangkan menurut Prof.Barda Nawawi pidana penjara adalah suatu
bentuk putusan hakim dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan yang sudah

melalui proses pengadilan berakibat pada perampasan hak kebebasan seseorang

* prof.Dwidja Prianto. Sisteam pidana penjara Indonesia, hal 87
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karena melakukan tindak kejahatan dan melanggar ketentuan undang-undang
pidana, disamping perampasan kemerdekaan hak juga menyengsarakan dari segi

lahir bathin tidak jarang ditemukan berita adanya perilaku menyimpang yang

dilakukan oleh te 13 ping an jara berpengaruh pada

et 'o.‘

melakukan
ketentuan i
telah terbuk

banyak jum

\a\\@\‘“\ 2

R |\
Z St
N
<z

dalam upay:
analisa perube
suatu keharusa

atau hukum pida

pidana penjara dapat te

” Pidana penjara dengan sistem minimum umum Yyaitu paling rendah satu
hari dan maxsimum umum paling lama 15 tahun berturut-turut “. Penjelasan
pasal tersebut menyatakana bahwa sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim

dalam persidang tidak boleh keluar dari ketentuan perundangan yaitu tidak oleh

melebihi hitungan dua puluh tahun penjara.

2 1bid hal 90
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-Pidana Mati

Mekanisme pidana mati terhadap terdakwa terdapat dalam KUHP pasal 11,

pidana mati yang dilakukan oleh seorang Algojo disebuah tiang gantungan dengan

yaitu:

a) Perbuatan makar dan membunuh kepala negara pada pasal 104
b) Mengajak negara asaing untuk melakukan penyerangan terhadap negara
Indonesia, pasal 111 ayat 2

c) Pembunuhan berencana, pasal 140 ayat 3 dan 340

8 Zul Akrial, kegelisahan Intelektual, Uir Pres , hal 36
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d) Membunuh kepala negara sahabat, pasal 140 ayat 1

e) Membocorkan rahasia negara pada saat perang pasal 124 ayat 3

f) Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian pasal 365

awalnya di

dirubah me

kebebasan dalam menempatka filosofi hukum yang lebih
mengedepankan tentang tujuan hukum tersebut dibuat dalam wujud perundangan
sehingga penjatuhan sanksi pidana mati diimbangi oleh pidana bersyarat yaitu
putusan pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim dalam

persidangan jika dalam tenggang waktu tersebut terpidana menunjukan sikap

perilaku berubah kearah yang lebih baik maka pidana mati hendaknya diganti
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menjadi pidana penjara karena harus ada penilian terhadap sikap penyesalan
yang diwujudkan dalam tindak tanduk keseharian terpidana selama masa

percobaan sehingga dapat membebaskan terpidana dari sanksi hukuman mati.*

kerajaan m

pemerintahg

menjalank

ARARNANAE

08

denda untuk
pidana penja
sebuah kehar
terjadi disamp
mencerminkan ti

'?0 &- endah jika dibandingkan
dengan kondisi zama . Qh

ahatan s terjadi sangat tinggi
‘M

) \

bahkan selalu dijumpai bentuk an model baru yang belum pernah
terjadi sebelum ini sehingga munculnya berbagai perubahan perundangan pidana

baru guna mengiringi berbagai macam tindak kejahatan yang ada.

Pada abad ke-19 seiring bertambah maju perkembangan model pemidanaan

di Eropa yang menjadikan sanksi penjara sebagai primadona untuk mempersempit

“1bid . hal 48
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tindakan kejahatan yang terjadi sehingga pidana penjara menjadi tujuan dalam

penyelesaian konflik yang berujung pada sidang peradilan.

akibat tindak kejahatan orang lain dapat dilakukan tindakan menuntut ganti rugi

dimana tingkatkan kerugiannya berdasarkan nilai kejahatan yang dilakukan.

Pada pelaksanaannya pidana denda tergolong fleksibel dan tidak kaku hal

ini dapat dilihat pada pembayaran pidana denda tidak hanya dilakukan oleh

5 zul akrial, Loc cit
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pelaku tindak kejahatan yang sudah mendapatkan putusan pengadilan yang kuat
akan tetapi dapat dilakukan pembayaranya oleh pihak lain,*® dalam Barda Nawawi

Pidana denda merupakan pidana yang dapat diwakilkan kepada orang lain selain

iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

tindak kejahatan bahkan bertamba ini menggambarkan bahwa efek jera
pidana penjara sangat kecil dan para narapidana cenderung untuk mengulangi lagi

perbuatanya.

*® Ridwan Syah Beruh, Menbumikan hukum tuhan perlindungan Ham persfektif hukum pidana ,
Jokyakarta, Pustaka Ilmu, tahun 2003 ( dalam pidana denda dr,syaiful bakhri )

" Ibid hal 50

“® Ibid hal 55
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Menurut penulis pidana denda merupakan bagian dari nilai-nilai yang

terkandung pada prinsip keadilan Restoratif yaitu keadilan yang bersifat pada

keberpihakan terhadap korban dikarenakan dalam proses peradilan jarang sekali

jika pelaku pelanggaan tidak sanggup membayarkan sejumlah uang atas
pelanggaran yang dilakukan namun pada prinsipnya pidana kurungan hampir
sama pelaksanaanya dengan pidana penjara yaitu menghilangkan atau mengekang

kemerdekaan seseorang atau individu pada suatu lingkungan tertentu pidana
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kurungan terdapat pada Pasal 18 ayat 1 dan 3 KUHP, pasal 19 ayat 2 dan pasal 30

ayat 2 KUHP.

-Pidana tutupan

bertentanga
baru dan a
hukuman penja gan_merampas_kemerdekaa ang lain akan tetapi
ada perlaku

berlaku.

pelaksanaan pidana tambahan aka ang atau gugur apabila sanksi yang
dijatuhkan seumur hidup dimana mekanisme penjelasanya tertuang dalam pasal
35 KUHP seperti :

1. Pencabutan hak untuk memegang suatu jabatan

2. Pencabutan hak untuk masuk angkatan bersenjata
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3. Hak memilih dan dipilih mengacu pada undang-undang
4.Hak menjadi penasehat atau wali

5.hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampu atas anak sendiri

o

Gy
| 7

> oen

<«
<®

tertuang pada kebijakan na
masyarakat.
Menurut  G.P.Hoefnagels Kebijakan Non Penal dapat terbagi menjadi 2

bagian antara lain :
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1.Pencegahan kejahatan dengan merumuskan berbagai bentuk aturan dan regulasi
tanpa menggunakan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak kejahatan atau (

prevention without punisment )

n kepada masyarakat

“Q“‘% .& ik itu secara

penyalahgunaa ( adalah be 3 ahan dari apa
yang menyeba sebus j an ity terj perkembangan serta
dinamika g

untuk diketahui terlebi he : kah-langkah yang

khusus ketingkat Inte | diperbua dalam kongres Persatuan

the treatment of offender sebagai berikut:

1.Kongres keenam tahun 1980 di Caravas , sebuah negara di Venzuela
Resolusi tersebut menghasilkan salah satu upaya dalam menangani kejahatan

Crime Tends and Crime Prevention Strategies berbunyi sebagai berikut :

* Barda Nawawi. op .cit hal 45
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a.Tingginya tingkat kejahatan yang terjadi pada sebuah negara akan berpengaruh
terhadap proses pembangunan lingkungan yang berkualitas dan layak untuk

masyarakat ( The crime problem impedes .progres towards the attainment of an

c.Penyebab terjadinya : ahatan yan ara prinsip adalah
sering te
diskriminasi yang diterima oleh sebagaian massayara ominan sebagai

pencetus te nya ti . ir ada perbedaan taraf

hidup yang ' rend Jang doha ai cause of crime in

Perhatian dunia Internationa ang pencegahan kejahatan sebagaimana
ditangani oleh sebuah organisasi bertaraf dunia yaitu Perserikatan bangsa-bangsa
(PBB) memberikan pandangan berupa Resolusi yang dikeluar pada tahun 1980 di
Venezuela pandangan ini lebih menekankan penghapusan dan pengkondisian

penyebab kejahatan tersebut.

% Barda Nawawi , loc.cit
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2.Kongres PBB ketujuh tahun 1985 di Itali Milan, menghasilkan sebuah
Resulosi yang termuat dalam sebuah dokumen A/CONF.121/L/9 tentang upaya

Strategi pencegahan kejahatan yang mendasar ( the basic crime prevention

)
»

crime jus

pencegah

ANARALNNES

. Ketidak harmonisan meng atan dalam keluarga dan dinamika
sosial.

d. Pembangunan sarana dan prasarana yang masih berada dibawah standar
keselamatan bagi masyarakat yang akan melakukan migrasi dari satu

negara kenegara lain.
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e. Pengaruh budaya dari luar yang dapat merusak identitas asli, adanya

perlakuan  diskriminasi, rasisme kurang lapangan pekerjaan dan

kesenjangan sosial terjadi pada lini kehidupa massyarakat.

tersisteam dan

erlarangan dan

dari rumusan atau Resolusi dari Perserikatan bangsa —bangsa dengan cara
mengedepankan salah satu  Kebijakan Non Penal  Prevention Without
Punisment yaitu adanya upaya dalam bidang kebijakan sosial ( social policy )
sebab menggunakan sanksi pidana tidak tepat guna dalam menyelesaikan

permasahalan kriminal ketika pencetus dari pebuatan pidana tesebut dikarenakan

59



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

oleh permasahalan sosial yang dominan, dalam kebijakan sosial resolusi yang

dihasilkan oleh Perserikatan bangsa-bangsa yaitu pembangunan yang terencana

dengan memperhatikan aspek-aspek kriminogen sebagai berikut :

or

sosial, ekonomi, pendidikan yang layak, lapangan pekerajaan tersedia, tingkat
pertumbuhan penduduk yang tak terencana sehingga tidak menghasilkan
generasi yang unggul, ketersedian sarana dan prasana yang baik dalam membina
keharmonisan keluarga maupun lingkungan massyarakat akan tetapi

peningkatan pada nilai-nilai agama religius dan nilai yang terkandung pada
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kebudayaan atau kebiasaan yang baik dalam membendung tindak kejahatan,
telah menjadi hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat menjadi point

terpenting dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dari sisi kebijakan

pengaruh

masyarakat

terhadap warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh perundangan berupa
perlindungan masyarakat dari jeratan hukum, jaminan keselamatan,

kenyamanan, kesejahteraan, keamanan, kebahagian dan lain-lain.

°1 Barda Nawawi , loc. cit
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Konsep Rule of the Law atau negara hukum yang dipelopori oleh Plato

menempatkan makna dan pengertian yang berbeda pada setiap tugas dan fungsi

dari negara hukum dan demokrasi, negara hukum vyaitu suatu bentuk sisteam

1.Teori Hukum Umum : Bahwa pemerintah harus memilki rasa tanggung
jawaban dan moralitas terhadap warga negara terutama dalam pelanggaran norma
hukum yang berlaku artinya peran serta pemerintah terhadap warga negara harus

menjadi perhatian yang sangat serius upaya bantuan berupa materi maupun

%2 \/an Apeldron, Pengantar Ilmu Hukum,pt.pradnya paramita,Jakarta, 2005 Hal 40
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immateri yang dilakukan pemerintah terhadap warga negara sehingga dapat

mencegah tindak kejahatan.

seperti as e an produk

hukum sistem

yerupa Instruksi
pemberantasan,

tersebut lebih
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lingkungan dimana pe pih-dominan dan upaya apa yang

N W
tepat untuk menangulanginya, sep gan para pelajar,masyarakat, instansi
pemerintah, swasta  dan bahkan aparatur penegak hukum yang semestinya
memilki peran dan fungsi yang penting dalam penanggulangan penyalahgunaan

Narkotika.

%% Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modre, Refika Aditama, Jakarta , 2011, Hal 147
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Kebijakan Non Penal dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan
Narkotika ~ tanpa menggunakan sanksi hukum pidana, melalui  peraturan

Instruksi Presiden ( Inpres ) No 12 tahun 2011 tersebut terbagi menjadi empat

menengah,
terjerumus
meningkatk
mahasiswa penyalahgunaan
Narkotika, p pemerintah dari
berbagai instans Je <omisi jan Anak, Badan

kependudukan ¢

b.Pencegahan dilingkungan masyarakat

Pencegahan dilingkungn masyarakat yaitu memberikan kegiatan berupa
penyuluhan dan penerangan terhadap masyarakat dan para pekerja dilingkungan

swasta baik itu langsung berupa seminar, diskusi, secara tidak langsung berupa
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tulisan-tulisan, iklan, spanduk tentang bahaya Narkotika dan sanksi pidana yang
akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana Narkotika hal tersebut dapat

diterbitkan pada media cetak atau elektronik sebagai bahan pembelajaran

penggunaan Narkoti atan ‘dan. a ‘1 kum, tujuan

penyuluha e A 3 tentang
penyalahgunaa ; alah ac Jihara dapat
menumbuh 3 ) j : " syarakat untuk

menolak bal

yang
terindikasi, terjebak akan penyalahgunaa Narkotika, mengungkap jaringan
sindikat Narkotika  yang menga Kan masyarakat terlibat sebagai

penyalahgunaan Narkotika dan sebagai pecandu, memberikan pelayanan
Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial bagi pekerja atau pegawai yang terlibat

sebagai pengguna dan korban pecandu Narkotika.
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Melakukan evaluasi secara periodek atau insidentil terhadap program yang
sedang berlangsung sejauh mana keberhasilan yang dicapai dengan

memperhatikan jarak tenggang waktu yang telah dibuat, membangun kerja sama

bagi penghidupan masyarakat, upaya pemeri ] us mata rantai
peredaran n

dengan cara

penerimaan wajib lapor dan melaku pendataan kondisi lembaga Rehabilitasi
medis dan Rehablitasi sosial instansi pemerintah dan komponen masyarakat
mengarah kepada pelayanan korban penyalahgunaan Narkotikan dan pecandu

Narkotika, adanya evaluasi program (after care) yang selama ini sudah ada dan

mengembangkan program after care dengan metode yang telah teruji
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keberhasilannya sehingga dapat dijadikan sebuah upaya yang signifikan dalam

melayani korban penyalahgunaan Narkotika.

e.Pemberantasan

g bertanggung
penegakan
bahan kimia

meningkatkan

kerjasama C asi para pe : ingan sindikat

sekitar kejahatan Na QQ .
(t) “\.‘

Selain perbaikan tentang & yang menyebabkan munculnya
tindak pidana Narkotika, mencari alternatif, perbaikan sistem sarana dan prasarana
dalam bentuk rumusan perundangann, kebijakan dengan cara mengedepankan

kebijakan kriminal dari sisi non penal, pencegahan maka harus diiringi dengan

pembangunnan pada bidang kebijakan sosial dan menjadikan kaidah hukum
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sebagai usaha untuk mensinergikan upaya pencegahan tindak kejahatan terkhusus

dibidang Narkotika.

b).Pengertian Kebijakan Sosial Dalam Penangg Iangan Penyalahgunaan

Narkotika

kebijakan'  se é’ fakan antara
pengaruh arakat ( sosial
welfarre p perlindungan
Masyarakat defenc _-," \ an 0 giv penyalahgunaan
Narkotika gbijakan kriminal
yang bertuj

yang tertera

kejahatan dengan mem prioritas  yaitu memperhatikan
kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat yang tidak kalah
penting mengutamakan nilai-nilai ~ immateril seperti nilai kepercayaan,

kebenaran, kejujuran dan keadilan.
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2.Adanya rumusan berupa peraturan yang tegas dalam bentuk pencegahan dan

penanggulangan kejahatan dengan melakukan pendekatan Integral yaitu :

a) itan kebijakan dalam menanggulangi kejahatan terhadap

b) A /8 anta jatuha ] anksi sosial

d) ksi. pidana kepada pelaku

AR

tindak kejahata penyalahgunaan Narkotika

5 u \\‘“ﬁ

yang merupakan bagian d 2negakan sisteam peradilan pidana.

e) Adanya keterkaitan antara sarana formal atau legal sistem dan sarana non
formal atau Eextra legal sistem sebagai  peran serta kontrol sosial

kebudayaan yang berlaku, mengedepan pengaruh dari nilai-nilai budaya
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yang berisi tentang hidup yang baik, keteraturan, selalu menjungjung nilai

agama, menghormati para tokoh agama dan tokoh adat.

sarana penal
penega F aw e 0 ngsional dan
operasi
Kebija

utama dari

Dimulai dari Kebijakan legislatif sebagi tahap formulasi awal dirancang aturan

hukum yang akan diberlakukan oleh pembuat undang-undang, tahapan ini

>* Barda Nawawi, Bardi Nawawi, 2007, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum

Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, 2007, Kencana, Jakarta, hal 74
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memiliki kunci yang strategis dalam menentukan keberhasilan terhadap
aplikatif hukum itu sendiri, kebijakan formulasi yang baik harus memperhatikan

aspek-aspek seperti :

- Adanya perencanaan aw itang atan 3 m untuk diberlakukan

(In Ab 3 atikan aspek Si¢ ek ekonomi,

- Memper an cara jangan.sampai tumpang tindih
diantara rkepe : m an aturan hukum
itu tercap : : al pola yang akan
diambil  dalz eng endala dilapangan  mengingat  dinamika
perkembangz iminal se : dibutuhkan sebuah

sisteam huk

b.Tahap aplikasi ( kebijakan Yudicati

Kebijakan Yudikatif secara sederhana diartikan sebagai suatu usaha yang dimulai
dari penerapan pidana sampai kepada proses peradilan, dalam tahapan ini pihak

yang berperan penting adalah aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman sampai

> H.L Packer , the limit Of criminal sancation, dalam kebijakan kriminal, Dey Ravena.kencana
Jakarta, 2017, hal 148.
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ke lembaga pemasyarakatan, adapun sebagai rujukan dalam prakteknya adalah

Kitab Hukum Acara Pidana, dijelaskan fungsi dan tugas masing-masing antara

lain:

- Kejaksaaa ' Jas d ' dang pengadilan,
menyaring berk akan dia ‘ an lembaga negara

dibidang pe 2 memiliki Q 30ai penuntutan dan

berdasarkan hukum yang berlaku.
- Permasyarakatan : lembaga negara yang bertugas sebagai wadah atau tempat
untuk menjalankan putusan peradilan terhadap pelaku kejahatan yang telah

ditetapkan sebagai narapidana dengan maksud memperbaiki, merehabilitasi,
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menormalkan kembali sikap perilaku individual atau kelompok untuk kembali
kelingkungan sosial masyarakat.
c.Tahap eksekusi ( kebijakan Eksekutif / Administratif )
Adalah suatu tahap  terakhir..dari proses.-pencegahan. kejahaatan dengan
menggunakan sarana sanksi hukum pidana terhadap perbuatan yang dilanggar
atau tidak boleh dilakukan dan-, sanksi pidana:merupakan rangkain dari kebijakan
eksekutif atau kebijakan adminitrasi.”®pada tahap ini peran serta pelaksana dari
hukum pidana mutlak oleh aparat pelaksana hukum pidana dan kebijakan
legislatif yang menghasilkan berbagai macam bentuk  peraturan sangat
berpengaruh, mendukung dalam menentukan® kebijakan hukum pidana maka
sebaliknya kelemahan dalam menentukan peraturan perundangan yang akan
diberlakukan akan mengakibatkan gagalnya sisteam perundangan yang ada.
Menurut Marjono Reksodiputro dalam sisteam penegakan hukum pidana
diawali dari peraturan memadai harus adanya proses atau kewenangan
menyeluruh baik dari pihak Legislatif, Yudikatif dan Eksekituf terhadap segala
bentuk kebijakan peraturan  yang diambill namun untuk mengukur kebijakan
tersebut menyandingkan Azaz-azaz atau prinsip dapat dijadikan sebagai acuan
dalam merumuskan dan terselenggaranya peraturan tersebut:
1. Asas Subsidiaritas yaitu adanya perbandingan, pertimbangan terhadap sebuah
tindakan dinyatakan sebagai tindak melanggar ketentuan hukum pidana, hal

yang diperhatikan apakah kepentingan individu atau kelompok dalam

*® Muladi, Kapita selekta sistem peradilan pidana, semarang, Undip,1995, hal 13
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melanggar hukum tersebut dapat dilindungi dengan cara lain, artinya kebijakan

Penal atau sanksi pidana dikesampingkan.

2. Asas Toleransi dalam kaitan dengan perbuatan tersebut dari sudut kerugian,

pertimbangan

oransi tersebut

Dalam pandangan pe arka an diatas bagaimana bentuk
peran penting dari kebijakan sosial da paya penanggulangan tindak kejahatan
apabila disandingkan dengan usaha yang rasional dari kebijakan kriminal tidak

terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang menjadi ujung tombak menyeluh,

>’ Dwidja priyanto, Kebijakan Legislatif tentang sisteam pertanggung jawaban pidana korporasi di
Indonesia, Bandung, Utomo, 2004, hal 143
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pembuatan perundangan mesti mengacu kepada nilai-nilai filosofi, Azas
perbandingan dan norma yang ada.

Sedangkan dalam pandangan Remington dan Ohlin pada sistem peradilan
pidana atau Criminal "Justice.System dapat diartikan 'sebagai suatu upaya
pendekatan sistem terhadap mekanisme administrsi peradilan pidana atau sebagai
sistem yang merupakan hasil interkasi-antara; peraturan perundangan, perangkat,
praktek terjadinya sistem administrasi adanya sikap atau perilaku sosial, yaitu
sebuah sistem yang mengandung implikasi pada suatu proses interaksi secara

rasional dan efisein guna memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan.>®

Selanjutnya dikemukan oleh Mardjono bahwa peradilan pidana adalah suatu
perangkat sistem yang dibuat_untuk mengendalikan.. kejahatan yang terdiri dari
lembaga-lembaga, instansi pemerintah atau instansi mandiri, satu sama lainya
memiliki peran serta dan tanggung.jawab yang. beérbeda seperti pihak kepolisian
sebagai garda terdepan dalam menangani sebuah tindak kejahatan, kejaksaan,
pengadilan dan terakhir lembaga masyarakat, dengan maksud dan tujuan untuk
memberikan  jaminan keamanan kepada masyarakat, memberikan jaminan
keadilan dalam menyelesaikan masahalah pidana atau lainya dengan
memperhatikan toleransi yang berlaku dimasyarakat dan menjadikan ancaman
pidana kepada pelaku tindak kejahatan sebagai upaya yang dilakukan oleh negara
untuk memisahkan individu atau kelompok pada situasi dan tempat tertentu dalam

jangka waktu yang telah diatur dalam perundangan, menciptakan efek jera

®! prof.romli Atmasasmita,sisteam peradila pidana kontemporer, kencana,jakarta, 2010, hal 2
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kepada pihak yang ingin melakukan kejahatan dan tidak mengulangi

perbuatannya.

Keterkaitan antara kebijakan sosial dengan sisteam peradilan pidana dalam

Sl dan wewenang
masing-mas dan mengikut
sertakan ca egakan hukum

pidana guna udkan sehingga

ENA LR

terciptanya k

=
QD
>
&
o
QD
o3
w
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pidana dan sosial se
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>
c
>
(7]
c
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)
>

seperti peran serta dari tok

norma dan kebudayaan yaitu lebih be administratif atau normatif.

Dijatuhkan pemidanaan kepada pelaku tindak kejahatan dikarenakan
bentuk dan model sistem hukum yang berlaku mewajibkan pelaku harus

diberikan sanski pidana seperti di Indonesia masih mengacu kepada ketentuan
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hukum yang bersifat Normatif sehingga pada proses peradilan hakim cenderung

memutuskan perkara berdasarkan peraturan yang tertera.

Menurut Herber Packer terdapat 2 bentuk model sisteam peradilan pidana

peradilan f a di @n te dan ka K_pada tiap model
dari crime - del da , 51‘.' daan dari segi
mekanisme adilan namt a 13 1ampir memiliki

persamaam

a) Berlaku dak dibenarkan

penggunaan istila Deneta suatu tindakan

c) Pelaku kejahatan adalah sub yang memiliki hak dan kewajiban

untuk dilindungi, mendapat keadilan dan tidak memihak.>®

Karakteristik dari Crime control model adalah: a) tindakan represif terhadap
bentuk kejahatan merupakan bagian yang terpenting dari proses peradilan.b)

adanya jaminan dan perlindungan tersangka dalam proses peradilan.c) praduga tak

% Dwi Prayitno ,op.cit hal 20
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bersalah ( presumption of guilt ).d) prosse peradilan dilaksanakan dengan cepat
serta biaya murah dan tuntas. Sedangkan sifat dari Deu proses model adalah a)

menyampingkan sifat merasa bersalah ( factual quilt ) yang berarti pada setiap

kemuka

re ) dengan
enekan dan
ajar terhadap

a hakim lebih

SR A

tamaa

.Q ‘ ang.ada, 2) Jika seseorang tidak
dianggap bersalah atas pe an. ye dilakukan maka sanksi hukum yang

diberikan sangat tidak efektif
B. Tinjauan Umum Narkotika

a) Pengertian Narkotika
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Secara istilah asal kata Narkotika diambil dari bahasa Yunani dengan
kalimat pendek yaitu “ Narkoum ” yang bermakna bahwa suatu zat senyawa kimia

yang apabila digunakan maka akan menyebabkan rasa kelumpuhan dan mati

Seda g di konsumsi

atau di mas kan perubahan

fungsi di ﬂ at yang dapat
menimbulka ; yang
menggunaka ﬁ'

Menurut L 'ﬁ 1) : lari segi medis dan
mempunyai penga '@. 4 a'merupakan zat yang bahan
mentah nya di ambil d nde ' , yang bisa menghasilkan

halusinasi dan stimulan.

Narkotika merupakan obat yang menyerupai Opium atau Morifn

digunakan dalam dosis tertentu yang bisa mengakibatkan syaraf indra menjadi

% Rachman Hermawan, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Eresco, Bandung, 2009, him.
110.

51 Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika,
Deepublish, Yogyakarta, 2017, him. 41.

79



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

tumpul, mengurangi rasa sakit, menimbulkan efek ngantuk jika digunakan dalam

dosis yang berlebihan dapat mengakibatkan pingsan, koma, atau kejang.®

Sujono dan Bony mengatakan, Narkotika adalah obat yang menyerupai

%2 AR Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 2.

® Ibid, him. 3.

% Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Penerbit
Mandar Maju, Bandung, 2003, hm. 34.

% Ichsan Solihudin, Pencegahan Bahaya Narkoba, Brainside Intellegence, Bandung, 2014, him. 6.
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Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni

terdapat Pasal 6 menyebutkan penggolongan dalam ketiga bagian yaitu

A. Narkotika Golongan |

yang cukup besa 3 seperti N3 : enyebabkan efek

ketergantu ) [ X SE am pengobatan dan

<
= ;
4_-:..

#
©
c
=
2,
o
=
c
>
=5
c
w
w
@D
=
—
D

penyedap makanan sering disalahgunakan dengan cara rokok dan dihisap.

B. Hasis

Bentuknya seperti daun ganja tersebar di Amerika Latin dan Eropa

C. Koka
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Tanaman ini mirip seperti kopi yang berwarna merah digunakan untuk

meningkatkan stamina dalam memburu atau perang dan diolah menjadi kokain.

D. Opium

an oleh dokter.

mempunyai efek zat adiktif nya yang sangat kuat serta sering ditemukan pada

penyeludupan gelap.

d) Kokain

% Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaanya, Erlangga, Jakarta,
2010, him. 12.
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Merupakan hasil olahan dari biji koka ¢

3. Narkotika Sintetis ialah Narkotika terbuat dari bahan kimia dan

diigunakan untuk melakukan pengobatan untuk membius orang yang

i) M
Digunakan
iii) Nalt

Digunakan s ini juga bisa

nja, Shabu-Shabu,

Efek jangka pendek :

a. Mengalami pergerakan tubuh secara tiba-tiba

b. Ingatan terganggu

%7 Ibid, him. 13-14.
% |bid, him. 15.
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c. Mengalami kesulitan berpikir serta memecahkan masalah
d. Mengalami perubahan panca indera

e. Mengalami perubahan mood

2. Shabu-S

Memiliki na

Efek jangk

a. Berde

b. Meng

a. Menyebabkan suasana hati yang terganggu
b. Bisa menyebabkan hilangnya ingatan

c. Gagal konsentrasi

% Darman Flavianus Tim Visi Media, Mengenal Jenis Dan Efek Buruk Narkoba, Visi Media

Pustaka, Tangerang, 2010, him. 15.

7 |bid, him. 16.
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d. Berat badan mengalami penurunan
e. Fungsi otak menjadi rusak

f. Perilaku menjadi lebih agresif

Tekanan pada darah mengale

Efek jangka panjang :"*

a. Mengalami ketidaksadaran
b. Sering mengalami panik

c. Mengalami depresi yang berkepanjangan

™ 1bid, him. 17.
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d. Sulit untuk tidur
e. Susah untuk membedakan mana kenyataan mana ilusi

4. Heroin

Sering lemah
f. Gigi mengalami kerusakan dan gusi mengalami pembengkakan
g. Immune menurun

h. Hati dan jantung mengalami kerusakan seumur hidup

72 |bid, hlm. 158.
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Menurut  Jehani mengatakan  Ciri-ciri orang yang mengalami

ketergantungan Narkotika : "

1. Fisik

a. Di tang <
b, *“
c :

d. Bibir hit

+ASRANNEN

o
-

?
%
! s

d. Pulang larut malam
Menurut Sandi Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika biasanya

melakukan modus operandi nya sebagai berikut:”

7 Libertus Jehani, dkk, Mencegah Terjerumus Narkoba, Visimedia, Desember, 2006, hm. 11-13.

™ Awet Sandi, Narkoba Dari Tapal Batas Negara, Mujahidin Press, Bandung, 2016, him. 15-16.
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a. Melalui alat kesehatan
b. Di simpan di dalam pakaian

c. Melalui alat kosmetik

b)

a yang sering
digunakan nuntuk bisnis
oleh Belan ng Company )
mempunyai uk mengubah opium mentah di opium yang bisa
dihisap dan menjualr ; 375 ada dua jenis
perdagangan jan sistem opium
Regie pada ta kedua Narkotika
pertama yakni emerintah  Belanda
memperbolehkan me edarannya didalam State
Gazatte Nomor 278 Junc undang-undang (Verdovende

Middelen Ordonantie). Namun ketika Jepang menjajahi Indonesia peraturan yang
dibuat oleh Belanda tersebut dihapus (Brisbane Ordinance). Ketika Indonesia

merdeka pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang
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Narkotika olenh Menteri Kesehatan (State Gaette Nomor 419 1949) (Sandi,

2016:8-9)

¢) Pengaturan Undang-undang Narkotika

Ordanantie.

Gubernur Jenderal Belanda mengeluarkan Verdovende Midellen Ordonantie
yang mempunyai arti Undang-Undang obat Bius dengan kesepakatan Road Van

Indie. Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut telah ditarik empat puluh

> Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Penerbit
Mandar Maju, Bandung, 2003, him. 35.
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empat perundang-undangan sebelumnya. Sedangkan maksud dari dikeluarkan

Undang-Undang Obat Bius itu adalah untuk mendapatkan unifikasi hukum

mengenai candu dan obat lainya.”

A% \g;’ .
2
.

2 B

kejahatan narkotika
7. Adanya perjanjian internasional untuk menangani Rehabilitasi Narkotika
8. Sanksi Pidananya sepadan.”’

D. Pada Masa Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997

78 |bid, him. 164.
" 1bid, him. 165.
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Undang-Undang ini dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 1997 serta
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698 dan diberlakukan pada tanggal 1

September 1997 .

=4
o
2006

=4
o
g
@
v
g

1. Sejarah Kota Pkanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak
sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman
dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah persisir Selat Malaka. Pada abad ke-

18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para

"8 |bid, him. 166.
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pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini
berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784,
berdasarkan musyawarah Dewan Menteri dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari
datuk empat sukus(Pesisir, Limapuluh, Tanah-Datar, dan Kampar), kawasan ini
dinamai Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan Besluit van. Het 'inlandsch ,Zelfbestuur van Siak Nomor 1
tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak.
Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan kedalam wilayah Kampar Kiri
yang dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan
berstatus landschap sampai tahun 1840. Kemudian menjadi ibuota Onderafdeling
Kampar Kirl sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8
Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut
gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera
di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom
yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956,
berdasarkan Undang-Undang  Nomor 8. Tahun 1956 Republik Indonesia,
Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan
Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru
masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi

menjadi ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/1/44-25 sebelumnya yang menjadi
ibukota adalah Tanjungpinang.

2. Geografis

Kota Pekanbeé iur Timur dan 0°25° -

&
g menjadi =
n/C

Desa. Dari hasil

pengukural atokan dilapangan oleh BPN T aka ditetapkan luas

wilayah Kotz

dan pembinaan wilayah yang
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 menjadi 12 Kecamatan, yaitu:
Kecamatan Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki,
Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, Sukajadi, Rumbai, Rumbai Pesisir, Tampan dan
Tanayan Raya dan Kelurahan/Desa baru dengan Peraturan Daerah Tahun 2003

menjadi 58 Kelurahan/Desa.
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Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur.
Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam,

Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai

3. Kep

Sejak ta 0 ta ketiga berpenduduk

37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai professional
dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah
Melayu, Jawa, Batak dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari

Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar

menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota.
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Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya
Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha,

besertPabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan 1 2010 mengalami

peningkatan inflasi sebesar 0,79%, disbanding dengan triwulan sebelumnya yang
mencapai 0,30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hamper pada semua
kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kesehatan yang

mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan
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A.Kebijakan Kri

inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26% terus
mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari

2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.

Dikaitkan Dengan N QQ 3 u@* ada Saat Ini.
Q s
U

Dapat difahami ketika h ang Kebijakan Kriminal terhadap
pokok permasalahan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika maka
Peraturan Perundangan yang berlaku mengacu kepada Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan pengganti dari Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dimana terdapat perbedaan dari segi

penggolongan terhadap objek Narkotika tersebut hingga pada tahap
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penyalahgunaan sulit dilakukan pemidanaan, keadaan ini dinilai sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi terhadap penanggulangan

penyalahgunaan Narkotika.

Pergantian.  Undang-undang Narkotika yang dimulai.sejak tahun 1927
hingga sampal sekarang dengan berbagai macam modus operandi yang berbeda-
beda dari zaman kezaman.dimana Kandungan: materiil dan formilnya Undang-
undang tersebut merupakan gambaran atau cerminan dengan kondisi massyarakat
yang ada karena hukum yang baik adalah hukum yang harus menyesuaikan

dengan perkembangan dan kemajuan diberbagai bidang.

Menurut mazhab sejarah Friedrich Karl Von Savigny bahwa untuk
mengetahui tentang kualitas hukum tersebut baik atau tidak harus ada pengujian
kembali tentang sejauh mana efesien undang-undang tersebut digunakan pengaruh
durasi waktu dengan jumlah ‘pelaku tindak* pidana yang telah melakukan
perbuatan memberikan gaambaran bahwa peraturan tersebut dapat atau mampu
untuk menyelesaikan permasahalan dalam hidup bermasyarakat disisi lainy VVon
Saviny menemukan sesuatu ketimpangan. terhadap hukum positif yang
pemberlakunya lebih mengedepankan dugaan dan putusan berdasarkan hukum
yang tertulis padahal hukum tersebut menyimpan hal-hal yang membutuhkan
penalaran tentang hakekat bagaimana hukum tersebut dibuat dan bagaimana
aturan pelaksanaan karena Von Saviny mengatakan bahwa hukum merupakan
jiwa yang ada dalam massyarakat yang beranekaragan selalu berubah-ubah serta

berkembang dengan sangat cepat jika hukum tersebut tidak segera menyesuaikan
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dengan keadaan maka akan mengakibatkan hukum tersebut akan jauh tertinggal
alhasil penyelesaain masahalah dengan hukum tidak mendapat hasil yang dicita-

citakan. "®

penyalahg

angka peng

hukuman pada suatu tindak kejahatan“dengan maksud mengembalikan kembali
nuansa keadilan yang telah dirusak oleh para pelaku tindak kejahatan secara

individu atau kelompok dengan tujuan demi memenuhi tuntutan moral.

7 Lili Rasjidi, Hukum sebagai suatu sisteam, Manjar Maju, Bandung , 2003, hal 113.
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b.fungsi Vindiktif suatu sikap penegakan hukum yang bertujuan untuk

membenarkan dan mempertahankan suppremasi hukum dan kewibawaan hukum

yang telah dirusak oleh pelaku tindak kejahatan individu atau kelompok.

undang-undang harus melalui perbe alam jangak waktu tertentu apakah itu
berkaitan dengan efeseinsi untuk melihat sejauah mana perangkat hukum yang
berlaku dimasyarakat tentang peran, cara dan mekanisme hingga sampai kepada

peyelenggara undang-undang tersebut sehingga kehadiran hukum dalam bentuk

8 sumaryono, Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Pustaka Filsafat ,
Yokjakarta. 2002,Hal 175

99



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

produk undang-undang dapat memberikan jaminan untuk keamanan dan

kesejahteraan karena tidak seorangpun didunia ini diberikan sanksi atas perbuatan

yang dilakukan melainkan agar perbuatan jangan dilakukan kembali.®*

sangat bur
generasi m
Narkotika tida ¢ yai pada tahap itu saja Pe , aan Narkotika

menjadi ancam

Convnetion Againt llicit Traffic Narcotic in Narcotic Drugs and Psychotropic

Substance 1998 )%

Hukum pidana materil dan formil terhadap Undang-undang Narkotika

merumuskan dan mengatur teknis serta mekanisme dalam penanggulangan

® 1bid hal 175
8 Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia,Djambatan, Jakarta ,2009, Hal 16

100



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Narkotika, legal ketika perbuatan tujuan dan maksud aktivitas tersebut sesuai
dengan ketentuan yang telah dicantumkan pada Undang-undang Narkotika

maupun llegal yaitu suatu bentuk aktivitas atau perbuatan yang menyelahi

dibuat untuk ditaati

c. adanya sistematika pembuatan hukum yang berdasarkan pada tingkatan-
tingkatan pada pemikiran yang sehat dan tidak ada penyimpangan terhadap norma

yang berlaku pada massyarakat
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d. melibatkan azaz dictum de omi yaitu suatu bentuk dukungan masyarakat

terhadap pemerintah yang menegakkan nilai-nilai kebaikan dan kesejahteraan bagi

kalayak umum.®

Nomor 25

Pemerintah = Ne - _' ] an  Pecandu dan

untuk digunakan sebagai alat shidupan massyarakat yang bersifat
heterogen sehingga tidak aneh jika dalam penyelesaain masahalah tertentu
banyaknya ditemukan peraturan yang berlaku saling berkaitan sama dengan lainya

dan pada kenyataanya menurut Hooker negara hukum harus menganut sisteam

# Sumaryono, Etika Hukum relevansi teori hukum kodrat, pustaka filsafat, Yokjakarta, Bandung,
2003, hal 171
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Pluralisme hukum yang bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan makna
dan substansi perundangan tersebut, mengakui sebuah prinsip hukum yang harus

dijalankan dengan konsisten, absah dan dapat mengikat seluruh lapisan

masyarakat.®*

Narkotika
telah me zl an peraturan
tersebut diseler an bahkan dif : " dengan peraturan

dari Pihak Insta erka b)‘ um dan Ham,
Menteri Sos a Agung, Kepolisian dan B lasional ) dengan
harapan dal
Penyalahgu
peningkatan r atac ng ini belum bisa

memberikan

yang akan diberlakukan untuk me lang gerak dalam perundangan dengan
mempertimbangkan beberapa aspek kandungan Undang-undang tersebut seperti

Sosiologi, budaya, agama, sejarah dan adat istiadat sehingga interpretasinya

# Andri Akbar , Pluralisme hukum sebuanh pendeakatan Interdisiplain, Huma , Jakarta, 2013 hal
80
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mampu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap permasahalan yang

85

ada

Sedangkan menurut Theo Huijbers, kehadiran Undang-undang yang akan

Terkai s : 2 0 omor 35 Tahun

2009 tentang Narkoti : : . je nggung jawab dan

b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari
penyalahgunaan Narkotika.

c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan

¥ |shag, Dasar-Dasar ilmu hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,hal 75
% bid hal 114
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d. Menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi medis dan Sosial bagi

penyalahgunaan dan pecandu Narkotika.®’

Dalam analisa penulis Jika ditelaah maksud dari Pasal 4 Undang-undang

pengemb

dimaksudka

diatur penggolongan
Sentetis agar pihak pengg
menyediakan jenis Narkotika yang dijadikan obat sesuai dengan peraturan,

dijelaskan pada Pasal 37 Undang-undang Narkotika :

¥ Lihat Pasal 4 Bab 1l Undang — undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
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“ Narkotika golongan II dan golongan III yang berupa bahan baku, alami

maupun sintetis yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan

(13

Menteri

tergolong | je 3 ] i erjerumus  dalam
penyalahguna i dukungan dari

pemerintah

“ Dalam jumlah terbatas, Narkotika g unakan untuk
kepentinga ntuk Reagnasia
Diagnostik an persetujuan

Menteri atas R Makanan. “

menjadi Ilegal apabila bertentangan dengan ketentuan Perundangan yang berlaku
sehingga hal penyediaan ( Supply ) atau permintaan (Demand ) diatur
mekanisme dalam bentuk perencanaan kebutuhan tahunan tercatatan secara

Komprehensif yang dijadikan sebagai pedoman rujukan.

106



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

Ketersediaan ( Supply ) Narkotika dalam Undang-undang ini mencakup

pada 3 aktivitas yaitu :

tentang pe 1992 tentang

Perkoperasis rintah dan Badan

ahan berkoordinasi

Aktivitas gend ‘**ﬁ otika sesuai dengan
<o

e

ahan baku sintetis yang dipakai pada

apun maksud dan tujuannya

kebutuhan tahunan seba .- m ‘

untuk mengetahui sejauh mana pe

prosse pengolahan menjadi bahan yang akan disalurkan untuk kepentingan

pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

® Gatot Supramono,op.cit , Hal 25
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Sedangkan pada aktitas pengawasan tertuju pada tahap bahan baku, proses
produksi, penyaluran dan laporan hasil akhir dari produksi Narkotika kegiatan ini

bertujuan untuk memastikan dan sisteam kontrol terhadap piha-pihak yang telah

dan  penanaman

pemerintah

surat-surat penting dan dokumen pendukung.®

Sedangkan pada Pasal 4 ayat 2 menjelaskan tentang langkah dan strategi

yang terdapat pada suatu upaya yang telah dirumuskan oleh Kebijakan Kriminal

¥ pasal 29 Undang-undang Narkotika berkaitan tentang Mekanisme masuknya Narkotika melalui
jalur Ekspor dan Impor
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yaitu pencegahan yang bersifat Preventif menghindarkan dan menjauhkan pelaku
tindak pidana untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar terutama pada

penyalahgunaan Narkotika, instruksi yang ingin disampaikan oleh Pasal 4 ayat 2

adalah :

aktivitas yang+o : A 3 erintah atau pihak

Swasta secé
yang berhubungan te ) i . ' g akan muncul dari

penyalahgu

Non Penal, terkait dengan aktivitas pencegahan, melindungi dan menyelamatkan
maka Pemerintah telah membuat suatu rancangan berupa program yang disebut
PAGN ( Program Perencanaan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Narkotika )
dalam Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011, ciri program ini lansung bersentuhan

dengan Masyarakat yang dijadikan sebagai mitra untuk mendukung keberhasilan

Program tersebut.
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Dalam Program P4GN terfokus pada 2 bidang yaitu Demand Reduction
suatu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh Instansi yang berwenang dalam hal ini

pihak Swasta atau pemerintahan dengan cara melakukan pendekatan pada

masyarakat unt mh R e ha S| penjelasan
an tentang

buat suatu

daerah ya erpe C ) asi medis atau sosial yang
mendapatk

pengguna pe

peningkatan ilmu pengeta
2. Membuat suatu rancangan yang berhubugan dengan metode penegakan
hukum dan program pembangunan yang dapat mengatasi

penyalahgunaan Narkotika.
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3. Program Harm Reduction adala suatu kegiatan yang ada pada PAGN

bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi segala permasahalan yang

terjadi akibat dari pengaruh penyalahgunaan narkotika.

pergantian
pencegahan dala naan Na (3 praktis dilakukan
tindakan

menyalahg

sanksi pemidanaan.
Pasal 4 ayat 3 berbunyi :

“ Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika *

% Adhi Prasetyo Handono, Jurnal Hhtp. www.Tentang Kebijakan ~Non Penal dalam
Penanggulangan Kejahatan Narkotika penelitian dilakukan pada tingkat Remaja/Mahasiswa
bekerjasama dengan BNNP Provinsi Jawa Tengah, di akses pada 12 Maret 2019

111



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Ketentuan Pasal ini adalah menunjukan bahwa sanksi pidana yang akan
dikenakan pada penyalahgunaan Narkotika terdapat pada BAB XV terdiri dari

30 Pasal yang mengatur tentang segala bentuk perbuatan yang digolongkan pada

tercantum : ~ sampai =414 : pada setiap Pasal
menekankan pada aspek : dan kelompok
dalam pengusaa a ) - inge a penyebutan Pasal

selalu diawali t

Pasal 117 untuk Narkotika golongan Il dan Pasal 122 untuk Narkotika

golongan 111 serta Pasal 129.

% Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, CV.Mandar Maju, Bandung , 2000, hal. 48
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b) Sedangkan aktivitas berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau

menyalurkan Narkotika dan Prekursor Pasal 113 untuk golongan I, Pasal 118

untuk golongan Il, dan Pasal 123 untuk golongan 111 serta Pasal 129.

otika dan
Pasal 121
d) Untuk mentransit
Narkotik

golonga
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Pidana

2) Sanksi bagi Pecandu Narkotika yaitu adanya ketergantungan baik secara fisik
maupun psikis dan masih dibawah umur Pasal 128 diberikan pidana kurungan

paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,000.

° Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia dalam seminar yang
dilakaksanakan Fakultas Hukum Universitas, di akses pada 12 februari 2021.
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3) Sanksi Pidana Pasal 130 yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi
dengan pidana penjara dan pidana denda disertai pemberatan 3  Kali

pemberatan ditambah sanksi administrasi berupa : pencabutan izin usaha dan

merupak

atau sika

pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama lima belas tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00

7) Sanksi tertentu bagi Pecandu Narkotika yang tidak melaporkan diri Pasal 134

ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana
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denda paling banyak Rp2.000.000,00. Ayat 2, dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 3  bulan atau pidana denda paling banyak

Rp1.000.000,00

menginve

dari hasi

penjara paling singkat 3 puluh  tahun dan pidana
denda paling dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00.
10) Sanksi pidana bagi individu yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
tidak terpuji berupa menghalangi dan mempersulit penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan Perkara Pasal 138 Narkotika pidana penjara paling lama 7 tahun

dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 .
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11) Sanksi  pidana yang dikenakan atas perbuatan Nahkoda atau Kapten
penerbang yang dengan sengaja tidak melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan

Pasal 28 Pasal 139 yaitu tidak melaporkan bahwa ada Narkotika yang telah

an impor dan ekspor

kapan doku 3 erse
‘!&Hi“‘ . paling lama
sl P

13) Sanksi Pidana te ur ne : Kepala Kejaksaan

Pasal 141 pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama sepuluh
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 dan paling banyak

Rp1.000.000.000,00
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14) Sanksi Pidana atau melawan hukum terhadap Petugas Laboratorium yang

memalsukan hasil pengujian(Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling

lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00.

16) Sanks adap - rNa melakukan
pengulanga alahgunaa ] dengan pidana
maksi

17) Sanksi Jana _ :‘. i ah ¢ pinan Lembaga
lImu Pe

Farmasi ipidana ) ana. penja g singkat 1 tahun

lapis bahkan terkesan sangat me a bagi Undang-undang Narkotika
pidana dijadikan sebuah strategi ampuh untuk penyelesaian pada setiap
permasahalan Narkotika, seperti kutipan diatas ancaman pasal demi pasal sangat
lengkap tergolong penghukuman berat dan memberatkan dari segi materi dan
immateril disebabkan karena hukum telah menjadi sebuah sistematika yang mesti

dipatuhi dan dijalani.
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Paradigma hukum positif di Indonesia telah menjadi warna tersendiri bagi
aparatur negara, menurut Jhon Austin penghukuman dalam pidana adalah sebuah

perintah dari penguasa ( law is a command of the law giver ) dalam bentuk produk

closed la y N U e apE anya sanksi,

dalam produk Ut a : : elalaian tersebut
sehingga alira r S€ e dalam produk
Undang-un U : N ben q I, perinta ewajiban dan

kedaualatan

Pasal 67 ayat 2 :

a. Bidang Pencegahan

c. Bidang Pemberantasan

 Lili Rasjidi, Prof & Wyasa Putra, Hukum Sebagai suatu sisteam, Cv.Mandar Maju. Bandung,
2003, hal 118.
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d. Bidang Rehabilitasi

e. Bidang Hukum dan Kerjasama

f. Bidang Pembedayaan Masyarakat.

menyimpan

penyalahgu

arkotika tahun 1961 yang

diadakan di Prancis dengan merumuskan 2 bentuk fomulasi dalam penanganan
penyalahgunaan Narkotika antara lain.

- Pada Pasal 36 dijelaskan perbuatan yang dapat dijadikan tindak

pidana atau sanksi pidana seperti : Cultivation, Production,

Manufacture, Extraction, Preparation, Offering, Offering for sale,
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Distribution, Purchase, Sale,Delivirage or any terms whatsoever,
Brokerage, Dispatch in transit, Transport, Information and

exportation of drugs Country to the provision of this Convention.

Penanganan korba pijakan kriminal

guna melind

dan Sosial bagi

Penerapan Pasal 4 ayat 4°k dengan menjamin pengaturan upaya
Rehabilitas medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, pada
Bab | ketentuan Umum UU Narkotika memberikan definisi: Pecandu Narkotika

adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam

% prof. Sudarto,Kapita Selekta Hukum pidana pada seminar tentang Narkotika di Fakultas Hukum
Univeristas Sumatera Utara Tahun 1977, Pt. Alumni, hal 44 tahun 2010.
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keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis,
Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau
melawan hukum, Rehabilitas medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan
secara terpadu untuk membebaskan pecandu: dari ketergantungan Narkotika,
Rehabilitas sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik
fisik,mental,maupun sosial _agar 7 bekas" pecandu Narkotika dapat kembali
melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

Maksud dari Pasal 4 Ayat 4 ini adalah adanya penggolongan orang yang
dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana atau hanya sebagai pecandu maupun
pemakai sehingga jenis sanski yang akan diberikan berupa Rehabilitasi medis atau
sosial, mekanisme pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Instansi terkait dengan
diterbitkannya Peraturan bersama, PERBER/01/111/2014/BNN yaitu kesepakatan
dari pemerintah” dan aparat-penegak hukum dalam _penanganan pecandu dan
korban penyalahgunaan Narkotika yang terdiri dari unsur kesehatan yaitu Team
Dokter dan Psikolog serta Team hukum unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan
Kemenkumham.*

Meskipun dalam Undang-undang..ini telah dijelaskan penanganan
penyalahgunaan Narkotika sebagai pecandu dengan cara wajib lapor terdapat
pada Pasal 54 dan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah tahun 2011, namun

sangat sulit untuk mengidentifikasi pada setiap pelanggaran karena para pecandu

% Lihat ketentuaan Umum , Undang-undang Narkotika no 35 Tahun 2009.

%K risnawati & Niken, jurnal Pelaksanaan Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika Pasca berlakunya
Peratuan Bersama 7 ( tujuh ) lembaga negara Republik Indonesia penelitian dilakukan pada Polres
Sleman untuk mengaplikasikan program Kapolri tahun 2014, di akses pada 20 November 2020
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merasa tidak nyaman dan enggan melaporkan diri kepada pihak yang berwajib
menyebabkan jumlah pengguna penyalahgunaan Narkotika selalu mengalami
peningkatan pada tiap tahunnya karena upaya Rehabilitasi menjadi terhambat.
Namun jika-diurutkan secara menyeluruh penyalahgunaan Narkotika tidak
hanya semata-mata merupakan gejolak sosial yang buruk dimasyarakat ada faktor
lain sebagai pendukungnya. Menurut Viktor Fark cepatnya dinamika perubahan
diberbagai sektor kehidupan yang ditandai dengan Globalisasi seperti arus deras
yang tidak bisa dihindari sehingga melahirkan  dampak negatif berupa
munculnya pola kehidupan dalam bentuk pemuasaan diri guna mendapatkan
sesuatu yang berlebihan sehingga menimbulakn sikap frustasi ( existesial
frustration ), sifat lainya ditandai dengan keinginan untuk berkuasa dengan cara
apapun ( the will Power ) , bersenang-senang untuk mencari kenikmatan ( the will
to pleasure ) yang ditandai, dengan perilaku .untuk mengumpulkan kekayaan
materi yang melampui batas kemampuan terkadang cendrung berhadapan dengan
sanksi hukum dan mengabaikan sanksi yang ada ditengah-tengha masyarakat,
dorongan untuk memuaskan nafsu seksual ( the. will to sex ), disamping itu
munculnya kehampaan dalam diri sendiri.ditandai dengan perasaan yang tidak
berguna, hidup terasa membosankan, apatizem dan tidak punya tujuan.®’
Kehadiran Perber 01/111/2014/BNN merupakan suatu upaya bersama dalam
menurunkan jumlah penyalahgunaan Narkotika yang dimulai dari proses

penyidikan dengan mengacu kepada Surat Telegram Kapolri Nomor

%7 Abdul Manan, Aspek-aspek pengubah Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hal 58 ,
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STR/701/V111/2014 tentang penanganan bagi pecandu tidak didasarkan kepada
besar atau kecilnya barang bukti yang didapat pada saat penangkapan sekaligus

memberikan dukungan kepada hakim dalam mengambil atau menetapkan

Rehabilitasi.

seseorang atau individu yang disebutkan oleh undang-undang secara sah melewan
hukum pada perbuatannya tercantum sebagai pengedar, pemasok dll, sehingga
sanksi pidana menjadi sebuah kewajiban, sedangkan sanksi tindakan adalah
seseorang atau individu yang dalam perundangan tergolong pada korban

penyalahgunaan, pecandu dan untuk penanganan yaitu Rehabilitasi, terhadap
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pelaku penyalahgunaan Narkotika hal ini berakibat pada menumpuknya jumlah

pelaku kejahatan Narkotika yang mendekam di Lembaga Permasyrakatan padahal

dalam penanganannya harus dipisahkan antara pelaku dan pecandu.

Rumusan masahalah dalam pembahasan terkait dengan judul diatas,

menjadi mengerucut yaitu bagaimana seharusnya Kebijakan Kriminal pada

% jurnal Krisnawati,op.cit hal 236
% Abdul Manaf, Aspek-aspek yang mengubah Hukum, Prenada Media, jakarta,2011, hal 106
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penanggulangan Narkotika pada aspek korban atau pengguna sehubungan dengan

semakin meningkatnya jumlah dari tahun ketahun.

Dalam aturan Mateil atau Formil Undang — undang Narkotika tahun 2009

)ada Pasal 127

1 angka 15 UU

«
I=4
o
o
ﬂi
o
g
g

menggunakan Narkotika bagi diri sendiri.
d.  Terdakwa teridentifikasi tidak ketergantungan secara fisik maupun psikis.
Klasifikasi sebagai korban penyalahgunaan Narkotika dijelaskan pada Pasal

54 Undang-undang Narkotika, apabila :
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a.  hasil pemeriksaan Laboratotium forensik terdakwa positif menggunakan
Narkotika.

b. alat bukti, hasil penyidikan dan fakta hukum dipersidangan terdakwa

Undang-und

a. hasil eriksas , ! menggunakan

d.  terdakwa sudah ketergantungan pada Narkotika baik fisik maupun psikis.'*
Penulis memahami bahwa dalam mengajukan perkara Penyalahgunaan

Narkotika dikaitkan dengan semakin banyaknya jumlah pengguna berpatokan

100 jhat Pedoman Nomor 11 tahun 2011 tentang Penanganan perkara tindak pidana Narkotika dan
tindak pidana Prekursur Narkotika yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Rebublik Indonesia.
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pada Pasal 203 ayat 1 KUHP rentang waktu yang sangat singkat dan sifatnya
sederhana apabila kreteria unsur tindak pidana Narkotika telah terpenuhi.

Optimalisasi penanganan perkara pada Penyalahgunaan Narkotika dan
Prekursor dengan« mengacu kepada Undang.—undang Narkotika No 35 Tahun
2009, ruang lingkup Perundangan tersebut mempedomani hal yang berkaitan
dengan Prapenuntutan, Penuntutan, TTuntunan Pidana dan upaya hukum.

Secara umum Entry Point dari Kebijakan Kriminal pada sudut pandang
Penal, tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika diawali dari hasil proses
penyidikan dari penyidik dalam hal barang bukti, perlu adanya sikap ketelitian
dan kehatian terutama pada saat menentukan jumlah atau kadar dan berat
Narkotika yang digunakan dengan cara Ekstrasi atau pemisahan jenis Narkotika
bukan tanaman maupun dalam bentuk tanaman pada Laboratorium.

Terkait dengan  barang bukti merupakan syarat yang akan dibawa
dipersidangan nanti dimana hakim dalam hal ini sangat membutuhkan guna
mendukung putusan sekaligus untuk mengikat kebebasan hakim, memang benar
secara sederhana ‘bahwa penjatuhan wvonis bersalah terhadap terdakwa
penyalahgunaana Narkotika hanya dibutuhkan 2 alat bukti pendukung ( bewijs
minimmum ) ditambah dengan keyakinan hakim ketentuan tersebut diatur
dalam Pasal 183 KUHAP dan juga pembuktian secara Probative evidence yaitu
suatu sifat pembuktian yang sesuai dengan proporsi nilai kesalahan pada sebuah
tindak penyalahgunaan Narkotika bahwa hakim ( Tries of fact ) dipersidangan

diminta kembali memeriksa fakta apakah barang bukti Narkotika yang
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disalahgunakan oleh korban nilai bobotnya melebihi dari nilai prayudisialnya
namun sangat disayangkan bahwa tuduhan pasal bagi korban Narkotika tidak ada
panduan secara tegas dalam Undang-undang Narkotika kesemuanya itu diambil
dari peraturan lain‘bukan bersumber dari undang=undang tersebut.'**

Pembuktian  tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dipersidangan
merupakan inti dari pencapaian perkara pidana guna mencari kebenaran Materil
apakah benar telah terjadi sebuah pelanggaran penyalahgunaan Narkotika yang
dimasukan keranah hukum pidana meskipun pembuktian itu sudah dilakukan pada
tahap awal dari pihak Kepolisian dengan berlaku prinsip The Riht of Due proses
yang memegang teguh pada hukum acara dan penghormatan pada ide Due Proses
of Law %

Menurut penulis, jika dilihat dari jumlah nominal ukuran berat barang bukti
sebagaimana yang dimaklumi_oleh korban Narkotika dengan ketentuan Surat
Edaran Mahkamah Agung tahun 2010 terdapat ketimpangan isi dari keputusan
SEMA tersebut dimana tidak menjelaskan dasar dan latar belakang serta pedoman
apa yang diambil pada penentuan kadar pemakaain dari korban penyalahgunaan
Narkotika artinya putusan SEMA telah.menyalahi dan keluar dari sumber hukum
tersebut yaitu Undang-undang No. 35 tentang Narkotika tahun 2009 jumlah
kadar zat Narkotika pada tingkat pengguna dimaklumi minimal 5 Gram dalam

bentuk bukan tanaman sedangkan pada ketentuan SEMA menjadi mengecil

jumlah minimal 1 gram  perihal ini menimbulkan permasalahan dalam

19" sayiful Bakrie, Nutrisi keilmuan dalam pusaran ilmu hukum pidana, Kreasi total media,

Jokyakarta, 2015 hal 52
1% 1bid hal 53
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penanganan pada korban penyalahgunaan Narkotika seharusnya ketentuan dalam
sisteam hirarki hukum Undang-undang menjadi panduan tertinggi dalam

mengambil sebuah keputusan pada permasahalan perkara pidana jika

dibandingkan deng

perbuatan tersebut belum tentu secara pasti akan menimbulkan kerugian pada
orang lain sedangkan rumusan materiil lebih kepada penekanan akibat perbuatan

tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.*®®

' Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, Hukum Pidana, Pt. Citra Aditya Bakti, 2011, Bandung , hal 30,
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Berdasarkan rujukan kepada pengertian atau penjabaran terhadap maksud
pengguna, pecandu dan korban Narkotika yang terdapat pada Bab | ketentuan

Umum Undang-undang Narkotika maka terlihat sangat jelas bahwa pengguna

bagi pengg ai arti [ g dan jumlah yang
digunakan ya ak melel : ertujuan untuk

menentukan je alifik +' 3 kwa ‘;i alifikasi tindak

4. Kelompok Ganja : 5 gram.
Terkait dengan peraturan yang dikeluarkan oleh SEMA menjadi acuan
dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika bagi pengguna saja dengan
berpedoman pada kadar yang telah ditentukan sehingga pada saat penangkapan

penyidik dengan cepat menetukan klasifikasi dakwaan yang akan dikenakan
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dikarenakan UU Narkotika tidak menyembutkan secara tegas tentang berapa
jumlah yang diperbolehkan untuk klasifikasi sebagai pengguna kalau mengacu
kepada Pasal 1 ayat 13, 15 dan pasal 54 perbuatan penggunaan Narkotika akan
menimbulak efek.kecandungan.sehingga perbuatan tersebut. dilakukan berulang-
ulang dan terus-menerus maka kadar pemakaian untuk komsumsi harian menjadi
meningkat pada akhirnya pengusaan‘barang haram tersebut dapat melebihi kadar
yang telah ditentukan olen SEMA, jika diamati maksud pasal demi pasal yang
berkaitan dengan aspek pertanggung jawaban pidana dengan sanksi pidana
hampir sama bunyi yang disampaikan yaitu tentang kepemilikan, pengusaan,
penggunaan Narkotika tanpa sah dan melawan hukum.

Dalam Undang-undang Narkotika kalimat penggunaan Narkotika tanpa sah
dan melawan hukum menjadi point utama untuk menegakkan pidana bagi
individu atau kelompok hal ini_menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah
pengguna karena berdasarka aturan hanya diperuntukan untuk kegiatan Medis
dan peningkatan iHlmu pengetahuan akan tetapi perkembangan zaman dan
kemajuan diberbagal bidang seperti teknologi informatika sangat berpengaruh
bagi seseorang untuk melibatkan dirinya terjerumus pada perbuatan Narkotika
disisi lain kesulitan ekonomi menjadi faktor dan permasahalan tersebut tidak
menjadi pertimbangan dalam penentuan dakwaan terkhusus bagi pengguna.

Kebijakan Kriminal pada penanganan pengguna Narkotika menjadi point
yang sangat penting karena mencakup 2 aspek yang saling melengkapi yaitu Penal

dan Non Penal, namun untuk saat ini kandungan Pasal demi Pasal yang terdiri
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dari ayat demi ayat belum menyentuh pada tingkat kemamfaatan serta tujuan
hukum dalam bentuk perundangan itu diselenggarakan.

Menurut pemikiran Thomas Aquinas yang mempelopori hukum kodrat

perbuatan makluk hidup.®"
Dalam Undang-undang Narkotika lebih terfokus pada aspek pemidanaan
sedangkan pemulihan dan pengobatan terhadap pengguna belum menjadi pilihan

utama dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika padahal cara ini menjadi

'%* Sumaryono, Etika Hukum pada sebuah Relevansi Teori Hukum Kodrat, Pustaka filsafat,

Yokyakarta , 2002 . hal 18
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salah satu pemutus rantai sehingga kelemahan dan kekurangan point demi point

dalam Pasal menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah pengguna dari tahun

ketahun.

penangananya
an sosial dalam

masyarakat saja  karena

2RAENANAN

penyalahgu kejahatan atau

kriminal aka satunya adalah
ketimpangan

Diskriminasi se

-,
S
3
@
S
L —
)
o
(%2}
@
o
c
QD
=

rekayasa hukum ya S wyelesaain pada penanganan
pengguna Narkotika.

Pandangan penulis terkhusus di Provinsi Riau, berdasarkan data yang
diperoleh pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau ( BNNP ) penangaanan
penyalahgunaan Narkotika bagi pengguna sangat sulit untuk dijalankan sesuai
mekanisme yang telah ditetapkan hal ini sebabkan karena sarana dan prasarana

tidak memadai seperti :
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a. Lembaga rehabiltasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan

diawasi oleh Badan Narkotika Nasional di Provinsi tidak tersedia.

b. Rumah Sakit ketergantungan obat tidak memadai .

dimasa yang a Jatang terhadap pa 1é a_yang jumlahnya
semakin m g i :' ta tka ahalah baru pada
membludak apasitas ni e pemasye p' dan pemerintah
ingin mem 2mba I an sebuah wacana yang

tepat karena y : gian dari stre akan kriminal.

kausatif yang nantinya menjadi ujung tombak dalam mencegah
penyalahgunaan Narkotika serta merumuskan faktor-faktor yang menimbulkan

konflik kejahatan Narkotika.
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2. menentukan dan merumuskan kembali kebijakan integral yang saling berkaitan
satu dengan yang lainnya dalam mengedepankan unsur pidana penjara

terutama pada rumusan kebijakan perundangan.'®

%
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’ |
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_

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dari bab

sebelumnya, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

105

Nawawi Barda, Kapita Selekta Hukum Pidana catatan ke — 3, Pt.Citra Aditya bakti, 2002, hal
294
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Kebijakan kriminal pada penyalahgunaan Narkotika pada saat ini dengan
merujuk pada kehadiaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika belum memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi

korban pen une Narkotika : dilihat dari jumlah

ditujukan kepada p i na dengan sanksi yang

dijatuhka ‘ : ) menjadikan Na sebagai lahan bisnis

Kebijakan kriminal yang diharapakan pada masa yang akan datang
terhadap penyalahgunaan Narkotika yaitu Undang-undang Narkotika yang
menjadi rujukan lebih menegaskan aturan yang bersifat mengikat antara
tujuan dan ketentuan umum dari Undang-undang Narkotika sebab kejahatan

Narkotika dilakukan dengan tersistem dan terkoneksi antar jaringan,
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kemudian penerapan sanksi pidana kurungan yang menjadi pilahan dominan
pada penyalahgunaan adalah kurang tepat dikarenakan efek dari

penyalahgunaan Narkotika bersifat Adiksi yaitu suatu perbuatan yang

terdapat pada

pada korban

B.SARAN

Berdasarkan kesimpulan  penelitian penulis diatas maka saran yang

diberikan adalah :
1.Diharapkan kedepan peninjauan kembali terhadap produk Undang-undang yang

dikelola oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Eksecutif, Legislatif
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dan Yudikatif sebagai alat penyelenggara negara terkhusus tentang penanganan
penyalahgunanan Narkotika dikarenakan secara praktek dilapangan masih

ditemui berbagai kendala teknis dan mekanisme penanganan yang kurang

2. Diha - enyalahgun: a t p pengguna
yang dapat
melengkapi
Rehabilitasi,

g tidak kalah

pelaksanaan Rehabilitasi hanya sebatas formalitas saja.
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Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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